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Abstract

Reform governance of area is in Indonesia started with its form of area autonomy. Autonomous of area represent authority to arrange governance business having the character of locality according to initiative alone pursuant to society aspiration. Reform governance of area aim to be more maximize function service of more having the character of public locality. Reform implementation governance of the area can be conducted by relate conception concerning New Public Service which orienting at service of public having the character of responsive to various public values and importance and also non discriminative.
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I. PENDAHULIAN
Keberadaan desentralisasi di Negara Indonesia telah menjadi konsensus nasional. Dalam setiap UUD yang pernah berlaku selalu terdapat pasal yang mengatur penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia. Untuk mewujudkan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh UUD hampir setiap kabinet yang terbentuk di masa lalu mencantumkan desentralisasi sebagai salah satu program kerjanya. Bahkan dalam masa Orde Baru, strategi bagi penyelenggaraan desentralisasi selalu tertuang dalam GBHN, sedangkan kebijakan dan programnya terjabar dalam Repelita Nasional. Ratusan peraturan perundang-undangan telah terbentuk dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi. Sejumlah sumber daya telah terserap untuk memperkuat program desentralisasi melalui serangkaian kajian dan penelitian. Masa kini desentralisasi merupakan salah satu agenda reformasi. Sungguh tidak keliru apabila dalam tahun limapuluhan Maryanov (1958) dari Universitas Cornell pernah menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa desentralisasi di Indonesia telah diterima sebagai aksioma.

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggaraan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Sebagaimana dikemukakan Hoessein (2001) : Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi sebenarnya menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Desentralisasi dapat pula disebut otonomisasi, otonomi daerah diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau pemerintah daerah.

Namun, hingga sekarang ini kualitas pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli), merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia. Di mana hal ini juga sebagai akibat dari berbagai permasalahan pelayanan publik yang belum dirasakan oleh rakyat. Di samping itu, ada kecenderungan adanya ketidakadilan dalam pelayanan publik di mana masyarakat yang tergolong miskin akan sulit mendapatkan pelayanan. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki “uang“, dengan sangat mudah mendapatkan segala yang diinginkan. Untuk itu, apabila ketidakmerataan dan ketidakadilan ini terus-menerus terjadi, maka pelayanan yang berpihak ini akan memunculkan potensi yang bersifat berbahaya dalam kehidupan berbangsa. Potensi ini antara lain terjadinya disintegrasi bangsa, perbedaan yang lebar antar yang kaya dan miskin dalam konteks pelayanan, peningkatan ekonomi yang lamban, dan pada tahapan tertentu dapat meledak dan merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. 
Kemudian, terdapat kecenderungan di berbagai instansi pemerintah pusat yang enggan menyerahkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah otonom, akibatnya pelayanan publik menjadi tidak efektif, efisien dan ekonomis, dan tidak menutup kemungkinan unit-unit pelayanan cenderung tidak memiliki responsibilitas, responsivitas, dan tidak representatif sesuai dengan tuntutan masyarakat. Banyak contoh yang dapat diidentifikasi; seperti pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, fasilitas sosial, dan berbagai pelayanan di bidang jasa yang dikelola pemerintah daerah belum memuaskan masyarakat, kalah bersaing dengan pelayanan yang dikelola oleh pihak swasta. Norman Flyn (1990) mengemukakan bahwa pelayanan publik yang dikelola pemerintah secara herarkhis cenderung bercirikan over bureaucratic, bloated, wasteful, dan under performing.
Kejadian-kejadian tersebut lebih disebabkan karena paradigma pemerintahan yang masih belum mengalami perubahan mendasar. Perilaku aparatur negara di lingkungan birokrasi yang masih menempatkan dirinya untuk dilayani bukannya untuk melayani. Seharusnya, dalam era demokratisasi dan desentralisasi saat ini, seluruh perangkat birokrasi, perlu menyadari bahwa pelayanan berarti pula semangat pengabdian yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun, yang dimanifestasikan antara lain dalam perilaku "melayani, bukan dilayani", "mendorong, bukan menghambat", "mempermudah, bukan mempersulit", "sederhana, bukan berbelit-belit", "terbuka untuk setiap orang, bukan hanya untuk segelintir orang" (Mustopadidjaja, 2002).
Agar pelayanan publik berkualitas, sudah sepatutnya pemerintah mereformasi paradigma pelayanan publik tersebut. Reformasi paradigma pelayanan publik ini adalah penggeseran pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi pemerintah sebagai penyedia menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Dengan begitu, tak ada pintu masuk alternatif untuk memulai perbaikan pelayanan publik selain sesegera mungkin mendengarkan suara publik itu sendiri. Inilah yang akan menjadi jalan bagi peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pelayanan publik. Oleh sebab itu reformasi paradigma pelayanan publik tersebut harus dibarengi dengan reformasi penyelenggaraan pemerintahan, dalam konteks otonomi daerah berarti bagaimana mereformasi pola penyelenggaraan pemerintahan daerah.

II. PEMBAHASAN

A. Reformasi Pemerintahan Daerah

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa konsepsi tentang desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan suatu konsensus nasional yang mengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi dan administrasi negara Indonesia diwujudkan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Oleh sebab itu konsepsi tentang asas sentralisasi dan desentralisasi yang masing-masing merupakan azas organisasi tidak ditempatkan pada kutub yang berlawanan (dichotomy), tetapi kedua asas tersebut merupakan suatu rangkaian kesatuan (continuum). Kedua asas ini memiliki fungsi yang berlainan, tetapi saling melengkapi bagi kebutuhan organisasi negara.  Sentralisasi berfungsi menciptakan keseragaman, sedangkan desentralisasi menciptakan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Reformasi pemerintahan daerah di Indonesia ditandai dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Reformasi yang dikehendaki di dalam UU tersebut tergolong reformasi yang radikal (radical change) atau drastik (drastic change) dan bukan reformasi yang bersifat gradual (gradual change). Oleh karena itu, konflik, krisis dan goncangan yang menyertai reformasi tersebut lebih besar daripada serangkaian reformasi yang pernah terjadi sebelumnya. Dibandingkan dengan reformasi pemerintahan daerah di berbagai negara berkembang lainnya pun reformasi pemerintahan daerah di Indonesia masih tergolong sangat besar. Reformasi pemerintahan daerah di Indonesia tergolong big bang approach.
Besarnya perubahan yang terjadi di dalam reformasi pemerintahan daerah tersebut dapat dilihat dari pergeseran paradigma pemerintahan daerah yang terjadi.  Paradigma “structural efficiency model” yang menekankan efisiensi dan keseragaman pemerintahan lokal (local government) ditinggalkan dan dianut  paradigma “local democracy model” yang menekankan nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Seiring dengan itu terjadi pula pergeseran dari pengutamaan dekonsentrasi ke pengutamaan desentralisasi ( Hoessein, 2001 ).
Namun perubahan sejumlah paradigma dan model tersebut tidak berakar pada strategi. Desentralisasi bukanlah tujuan tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Dalam TAP MPR No. IV/2000 ditegaskan bahwa kebijakan otonomi daerah diarahkan kepada pencapaian peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas pemerintah daerah, keselerasan hubungan antara Pemerintah dengan Daerah dan antar Daerah dalam kewenangan dan keuangan, untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian Daerah. Tujuan desentralisasi tersebut belum tertampung dalam strategi reformasi pemerintahan daerah yang digulirkan melalui kedua undang-undang tersebut.  Oleh sebab itu berbagai tantangan dan permasalahan timbul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi tersebut.

Secara umum permasalahan yang ada menurut Hendarin (1997) dapat digambarkan sebagai adanya ketidakseimbangan antara supply dan demand yang dihadapi oleh pemerintah daerah.  Permasalahan pertama dari segi supply adalah dengan semakin terbatasnya daya dukung alam dan sumber pembiayaan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik, sedangkan di pihak lain tuntutan kebutuhan masyarakat semakin meningkat.

Permasalahan yang kedua, dari segi demand bahwa pemerintah daerah menghadapi permintaan yang terus menerus meningkat terhadap pemenuhan barang dan jasa publik, yang diartikan sebagai urban services. Transportasi massal, pengendalian banjir, dan pemeliharaan kebersihan atau lingkungan merupakan contoh urban services yang kebutuhannya semakin meningkat.

Kedua permasalahan tersebut merupakan  fenomena government growth yang dihadapi banyak pemerintah daerah, jika fenomena ini tidak bisa diantisipasi secara tepat, maka proses pembangunan pun akan mengalami hambatan.  Antisipasi yang dilakukan tersebut dimaksudkan demi tercapainya pemerintah yang mampu memberikan inovasi pelayanan yang lebih baik pada masyarakat.

B. Konsepsi Reinventing Government Management 

Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut adalah pendekatan New Public Management.

Model New Public Management mulai dikenal tahun 1980-an dan kembali populer tahun 1990-an yang mengalami beberapa bentuk inkarnasi, misalnya munculnya konsep “managerialism”; “market-based public administration”; “post-bureaucratic paradigm”; dan “entrepreneurial government” (Osborne and Gaebler, 1992). New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma New Public Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (cost cutting), dan kompetisi tender.

Salah satu model pemerintahan di era New Public Management adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992) yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan konsep “reinventing government  management”. Untuk melakukan reformasi manajemen pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik, dapat diupayakan melalui program reinventing government management.  Pada dasarnya konsepsi mengenai reinventing government management bertujuan untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas dan kinerja pemerintahan serta memberdayakan masyarakat.

Menurut Osborne dan Gaebler (1992) ada sepuluh prinsip reinventing government management, yaitu yang pertama adalah pemerintahan katalis yang memisahkan fungsi pemerintah sebagai pengarah dan fungsi sebagai pelaksana. Kedua pemerintah milik masyarakat, yaitu mengalihkan wewenang kontrol yang dimiliki pemerintah ke tangan masyarakat. Ketiga, pemerintah yang kompetitif, yang mensyaratkan persaingan di antara para penyampai jasa atau pelayanan untuk bersaing berdasarkan kinerja dan harga. Keempat, pemerintah yang digerakkan oleh misi, yaitu mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. Kelima, pemerintah yang berorientasi hasil, yaitu pemerintah yang result-oriented mengubah fokus dari input menjadi akuntabilitas pada hasil. Keenam, pemerintah berorientasi pada pelanggan, yaitu pemerintah yang lebih memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan kebutuhan birokrasi. Ketujuh, pemerintahan wirausaha, yaitu pemerintah yang berusaha memfokuskan energinya bukan sekedar untuk menghabiskan anggaran, tetapi juga menghasilkan uang. Kedelapan, pemerintah antisipatif, yaitu pemerintah yang berupaya mencegah daripada mengobati. Kesembilan, pemerintah desentralisasi, yaitu pemerintah yang dijalankan dari hierarkhi menuju partisipatif dan tim kerja. Kesepuluh, pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar, yaitu pemerintah yang mampu mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan).
Sementara itu ada beberapa catatan yang bisa dikembangkan untuk melakukan reformasi manajemen pemerintahan, seperti yang telah dilakukan oleh Bill Clinton pada saat menjadi Presiden Amerika Serikat, yang mengemukakan pentingnya melihat empat prinsip yang menonjol dan perlu diperhatikan secara khusus (Al Gore, 1996), yaitu :
1. Memangkas penyakit birokrasi (cutting rate tape)

2. Menempatkan pelanggan sebagai fokus (putting customer first)

3. Memberdayakan pegawai untuk mencapai hasil (empowering employes to get result)

4. Melihat dan mengembalikan pada aspek fundamental (cutting back to basic)

Relevansi konsep reinventing government management terhadap upaya pengembangan aparatur dan mekanisme penyelenggaraan aparatur pemerintah daerah sangat banyak.  Antara lain adanya komitmen yang kuat untuk melakukan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, disertai perlu adanya visi dan misi yang jelas dari pimpinan untuk melakukannya.  Dengan kekuatan visi dan misi yang dimiliki oleh pimpinan diharapkan mampu menyeimbangkan gaya dan pola manajemen dengan perubahan dan dinamika lingkungan yang semakin kompleks.

Hal lain yang sangat esensial dalam reinventing government management ini adalah berbagai mekanisme penyediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang seharusnya ditangani oleh pemerintah daerah secara bertahap dialihkan dengan memberdayakan masyarakat.  Dengan demikian keterbatasan pendanaan dan sebagainya dapat tertutupi dengan pola seperti ini.

C. Konsep dan Dinamika Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas.  Karena itu menurut pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.  Pengguna yang dimaksud disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan KTP, IMB, akte kelahiran, sertifikat tanah dan lain sebagainya.

Berbeda dengan produk pelayanan berupa barang yang mudah dinilai kualitasnya, produk pelayanan berupa jasa tidak mudah untuk dinilai kualitasnya.  Pelayanan jasa tidak berwujud sehingga tidak nampak (intangible).  Namun demikian proses penyelenggaraannya bisa diamati dan dirasakan.  Demikian pula halnya dengan pelayanan publik, yang merupakan sebuah produk pelayanan jasa yang diselenggarakan oleh birokrasi pemerintah.  Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diselenggarakan oleh birokrasi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penggunanya (warga negara).

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrasi pemerintah, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan mereka, karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih terkesan berbelit-belit, lambat, mahal dan melelahkan.  Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani”, bukan yang “dilayani”.  Oleh sebab itu pada saat ini kebutuhan mendesak yang perlu dilakukan oleh birokrasi pemerintah adalah melakukan reformasi pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukkan “pelayan”  dan yang “dilayani” ke pengertian yang sesungguhnya.

Osborne & Plastrik (1997) mencirikan pemerintahan (birokrasi) sebagaimana diharapkan di atas adalah pemerintahan milik masyarakat, yakni pemerintahan (birokrasi) yang mengalihkan wewenang kontrol yang dimilikinya kepada masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi.  Dengan adanya kontrol dari masyarakat pelayanan publik akan lebih baik, karena mereka akan memiliki komitmen yang lebih baik, lebih peduli dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah.  Pelayanan yang diberikan oleh birokrat ditafsirkan sebagai kewajiban, bukan hak karena mereka diangkat oleh pemerintah untuk melayani masyarakat, oleh karena itu harus dibangun komitmen yang kuat untuk melayani sehingga pelayanan akan dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat merancang model pelayanan yang lebih kreatif serta lebih efisien.

Sementara itu dalam konteks desentralisasi (otonomi daerah), Mohamad (2003) mengatakan bahwa pelayanan publik seharusnya menjadi lebih responsif terhadap kepentingan publik. Paradigma pelayanan publik berkembang dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang berorientasi kepuasan pelanggan (customer-driven government) dengan ciri-ciri: (a) lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan melalui berbagai kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya kondisi kondusif bagi kegiatan pelayanan kepada masyarakat, (b) lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama, (c) menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan publik tertentu sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas, (d) terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil (outcomes) sesuai dengan masukan yang digunakan, (e) lebih mengutamakan apa yang diinginkan oleh masyarakat, (f) pada hal tertentu pemerintah juga berperan untuk memperoleh pendapat dari masyarakat dari pelayanan yang dilaksanakan, (g) lebih mengutamakan antisipasi terhadap permasalahan pelayanan, (h) lebih mengutamakan desetralisasi dalam pelaksanaan pelayanan, dan (i) menerapkan sistem pasar dalam memberikan pelayanan. 

Pada dasarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, manusiawi, murah, tidak diskriminatif, dan transparan. Namun, upaya-upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah nampaknya belum optimal. Salah satu indikator yang dapat dilihat dari fenomena ini adalah pada fungsi pelayanan publik yang banyak dikenal dengan sifat birokratis dan banyak mendapat keluhan dari masyarakat karena masih belum memperhatikan kepentingan masyarakat penggunanya. Kemudian, pengelola pelayanan publik cenderung lebih bersifat direktif yang hanya memperhatikan/ mengutamakan kepentingan pimpinan/organisasinya saja. Masyarakat sebagai pengguna seperti tidak memiliki kemampuan apapun untuk berkreasi, suka tidak suka, mau tidak mau, mereka harus tunduk kepada pengelolanya. Seharusnya, pelayanan publik dikelola dengan paradigma yang bersifat supportif di mana lebih memfokuskan diri kepada kepentingan masyarakatnya, pengelola pelayanan harus mampu bersikap menjadi pelayan yang sadar untuk melayani dan bukan dilayani.

Hasil survey UGM pada tahun 2002, secara umum stakeholders menilai bahwa kualitas pelayanan publik mengalami perbaikan setelah diberlakukannya otonomi daerah; namun dilihat dari sisi efisiensi dan efektivitas, responsivitas, kesamaan perlakuan (tidak diskriminatif) masih jauh dari yang diharapkan dan masih memiliki berbagai kelemahan. 

Sementara itu, dari sisi kelembagaan, kelemahan utama terletak pada disain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, penuh dengan hirarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit-belit (birokratis), dan tidak terkoordinasi. Kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan, masih sangat kental dilakukan oleh pemerintah, yang juga menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efisien (Mohamad, 2003).

D. Reformasi Paradigma Pelayanan Publik
Secara teoritis, Denhardt and Denhardt (2000)  mengatakan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan publik dari model administrasi publik tradisional (old public administration) ke model manajemen publik baru (new public management) dan akhirnya menuju model pelayanan publik baru (new public service) seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Pergeseran Paradigma Model Pelayanan Publik
	Aspek
	Old Public Administration
	New Public Manajemen
	New Public Service

	Dasar Teori
	Teori Politik
	Teori Ekonomi
	Teori Demokrasi

	Konsep Kepentingan Publik
	Kepentingan publik adalah sesuatu yang didefinisikan secara politik dan yang tercantum dalam aturan
	Kepentingan publik mewakili agregasi dan kepentingan individu
	Kepentingan publik adalah hasil dari agregasi dialog tentang berbagai nilai

	Kepada Siapa Birokrasi harus Bertanggung jawab
	Klien dan Pemilih
	Pelanggan
	Warganegara

	Peran Pemerintah
	Pengayuh (rowing)
	Mengarahkan steering
	Menegosiasikan dan mengeloborasi berbagai kepentingan warganegara dan kelompok komunitas

	Akuntabilitas
	Menurut hierarki administratif
	Kehendak pasar yang merupakan keinginan pelanggan
	Multi aspek; akuntabel pada hukum, nilai komunitas, norma politik, standar profesional, kepentingan warga negara 


Sumber : Denhardt and Denhardt (2000).

Dalam model new public service, berlandaskan teori demokrasi yang mengajarkan adanya egaliter dan persamaan hak diantara warga negara.  Dalam model ini kepentingan publik dirumuskan sebagai hasil dialog dari berbagai nilai yang ada di dalam masyarakat.  Kepentingan publik bukan dirumuskan oleh elit politik seperti yang tertera dalam aturan.  Birokrasi yang memberikan pelayanan publik harus bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan.  Peran pemerintah adalah melakukan negosiasi dan menggali berbagai kepentingan dari warga negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada.  Dalam model ini birokrasi publik bukan hanya sekedar harus akuntabel pada berbagai aturan hukum, melainkan juga harus akuntabel pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, norma politik yang berlaku, standar profesional dan kepentingan warga negara.  Itulah serangkaian  konsep pelayanan publik yang ideal masa kini di era demokrasi.

Dasar teoritis pelayanan publik yang ideal menurut paradigma new public service adalah bahwa pelayanan publik harus responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai-nilai publik.  Tugas pemerintah adalah melakukan negosiasi dan mengelaborasi berbagai kepentingan warga negara.  Dengan demikian karakter dan nilai yang terkandung di dalam pelayanan publik harus berisi preferensi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.  Karena masyarakat bersifat dinamis, maka karakter pelayanan publik juga harus selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat.

Disamping itu pelayanan publik model baru harus bersifat non-diskriminatif sebagaimana dimaksud oleh dasar teoritis yang digunakan, yaitu teori demokrasi yang menjamin adanya persamaan tanpa membedakan asal usul, suku, ras, etnik, agama, dan latar belakang kepartaian.  Ini berarti setiap warga negara diperlakukan secara sama ketika berhadapan dengan birokrasi publik dalam menerima layanan sepanjang syarat-syarat yang dibutuhkan terpenuhi.  Hubungan yang terjalin antara birokrat publik dengan warga negara adalah hubungan impersonal sehingga terhindar dari sifat nepotisme dan primordialisme.  Model pelayanan publik seperti ini diharapkan dapat menjadi suatu model yang sesuai dengan harapan masyarakat.

III. PENUTUP
Reformasi pemerintahan daerah di Indonesia tergolong dalam konsepsi reformasi yang bersifat radikal (radical change) atau drastik (drastic change) dan bukan reformasi yang bersifat gradual (gradual change).

Di dalam reformasi pemerintahan daerah tersebut, terjadi pergeseran paradigma pemerintahan daerah.  Paradigma “structural efficiency model” yang menekankan efisiensi dan keseragaman pemerintahan lokal (local government) ditinggalkan dan dianut  paradigma local democracy model yang menekankan nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Seiring dengan itu terjadi pula pergeseran dari pengutamaan dekonsentrasi ke pengutamaan desentralisasi.
Untuk melakukan reformasi manajemen pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik, dapat diupayakan melalui program reinventing government management.  Pada dasarnya konsepsi mengenai reinventing government management bertujuan untuk memperbaiki efisiensi,  efektivitas dan kinerja pemerintahan serta memberdayakan masyarakat.

Sementara itu terjadi pula pergeseran paradigma pelayanan publik dari model administrasi publik tradisional (old public administration) ke model manajemen publik baru (new public management) dan akhirnya menuju model pelayanan publik baru (new public service).

Sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, tuntutan yang lebih terbuka, serta perkembangan globalisasi yang memicu peningkatan yang lebih cepat lagi dalam kebutuhan dan tuntutan akan layanan publik, maka paradigma new public service yang menghendaki pelayanan publik harus responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai-nilai publik serta bersifat non-diskriminatif.
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LEMAHNYA ETIKA PELAYANAN PUBLIK

DI DALAM BIROKRASI

Nanik Pujiastuti

ABTRAKSI

NEGARA dalam upaya mencapai tujuannya, pastilah memerlukan perangkat negara yang disebut pemerintah dan pemerintahannya. Dalam hal ini, pemerintah pada hakikatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, birokrasi tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi melayani masyarakat serta menciptakan kondisi setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya.
Sejalan dengan pesatnya perkembangan zaman dan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh negara, maka telah terjadi pula perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai dengan adanya pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari rule government menjadi paradigma good governance. Karena itu, tugas utama dalam rangka penguatan eksistensi pemerintahan termasuk pemerintah daerah adalah menciptakan pemerintahan yang secara politik akseptabel, secara hukum efektif, dan secara administratif efisien.
Keyword :Pelayanan Publik
I. PENDAHULUAN

Misi aparat birokrasi adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga bisa memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan pada masyarakat banyak. Pelayanan yang mengacu terkait dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana tuntutan reformasi yaitu untuk mewujudkan clean government dalam penyelenggaraan negara yang didukung prinsip-prinsip dasar kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, keadilan, profesionalisme, dan demokratis seperti yang dikumandangkan oleh World Bank, UNDP, United Nation, dan beberapa lembaga internasional lainnya.

Akan tetapi, dari beberapa sumber menunjukkan masih ada aparat birokrasi yang mengabaikan pekerjaan melayani, yang sebenarnya menjadi tanggung jawabnya. Hal itu, terlihat dari birokrasi sedang berada dan bekerja pada lingkungan yang hirarkis, birokratis, monopolis, dan terikat oleh political authority (Utomo, 2002). Keadaan ini yang membuat birokrasi menjadi membudaya yang rigid/kaku, ada di lingkungan yang hanya sebatas following the instruction atau mengikuti instruksi. Juga dikarenakan ada di dalam tightening control atau mengencangkan kendali, maka birokrasi menjadi tidak memiliki inisiatif dan kreativitas. Hal ini menjadi isu umum budaya birokrasi yang menginginkan balas jasa (Thoha, 2003). Budaya dan mental birokrat tersebut kontradiktif dengan pelayanan yang terkait untuk mewujudkan prinsip-prinsip good and clean government, dan kurang menempatkan masyarakat sebagai orang yang dilayani, dan justru sebaliknya.
Selanjutnya birokrasi sangat sarat dengan banyak tugas dan fungsi, karena tidak saja terfokus kepada pelayanan publik, tetapi juga bertugas dan berfungsi sebagai motor pembangunan dan aktivitas pemberdayaan (public service, development and empowering). Akibatnya menjadikan birokrasi sebagai lembaga yang tambun sehingga mengurangi kelincahannya.
 

II. PERMASALAHAN
Birokrasi di Indonesia hingga saat ini belum efektif. Para birokrat di mata publik memiliki citra buruk dan cenderung korup. Mereka tidak dapat mengikuti situasi ekonomi, sosial, dan politik yang sedang berkembang yang menuntut adanya sikap dinamis dan terbuka. Waktu dan biaya yang tidak terukur adalah cermin tidak profesionalnya kerja penopang birokrasi. Mereka masih melestarikan budaya birokrasi kolonial. Inilah budaya birokrasi kita saat ini yang jauh dari kesan melayani masyarakat. Perubahan kepemimpinan yang terjadi ditingkat nasional maupun daerah ternyata tidak mampu mendorong reformasi yang terarah dalam memperbaiki citra birokrat dan sistim birokrasi kita.  

Para pejabat politik baru pun harus berkonflik atau berkolusi di bawahnya karena dominasi mereka yang begitu kuat. Karenanya di era reformasi ini, perubahan pejabat politik di level nasional maupun daerah yang dimotori oleh partai politik baru dengan minimnya jaringan birokrasi, pasti selami mengalami resistensi tinggi. 

III. PEMBAHASAN
Bureaucratism berdasarkan laporan World Competition Report Indonesia menduduki ranking 31 dari 48 negara. Dalam laporan tersebut Indonesia termasuk tinggi tingkat korupsinya. Selanjutnya, ada juga mengenai pelayanan aparatur birorkasi untuk negara berkembang, di dalamnya termasuk Indonesia.
Faktor buruknya pelayanan aparat birokrasi disebabkan oleh: 1) Gaji rendah (56%), Sikap mental aparat pemerintah (46%), Kondisi ekonomi buruk pada umumnya (32%), Administrasi lemah dan kurangnya pengawasan (48%), dan lain-lain (13%). Persentase lebih dari 100% disebabkan ada respons ganda dari responden (Smith). Dengan demikian, maka diperlukan adanya reformasi birokrasi di Indonesia.
Kata reformasi sampai saat ini masih menjadi idola atau primadona yang didambakan perwujudannya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dalam rangka development, yang diarahkan pada terwujudnya efisiensi, efektivitas, dan clean government. Kita semua tidak menutup mata, bahwa situasi telah berubah, dunia sudah mengglobal, sistem dan nilai pun berubah dan juga berkembang. 

Era globalisasi menyentak kita melakukan penyesuaian dan pemikiran yang strategis. Aktivitas reformasi sebagai padanan lain dari change, improvement, atau modernization. Arah yang akan dicapai reformasi adalah, efficiency, effectiveness, dan responsiveness concern in their administrative system.

Khan (1981) memberi pengertian reformasi sebagai suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem birorkasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama. Sedangkan Quah (1976) mendefinisikan reformasi sebagai suatu proses untuk mengubah proses prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional. Dari pengertian ini, maka reformasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku (the ethics being). Hal ini, berarti menyangkut permasalahan yang bersinggungan dengan authority atau formal power (kekuasaan).
Oleh karena itu, 1) perlu pemikiran pembenahan dan pengembalian fungsi dan misi birokrasi kepada konsep, makna, prinsip yang sebenarnya. 2) Birokrasi sebagai komponen pemerintah harus dikembalikan lagi untuk hanya terfokus kepada fungsi, tugas prinsip pelayanan publik (public service). Dengan demikian, birokrasi akan menjadi lebih lincah dan jelas kinerja atau performancenya. Tidak saja kinerja organisasi atau lembaganya tetapi juga memudahkan untuk membuat performance indicators dari masing-masing aparat atau birokrat. 3) Untuk itu, perlu adanya kebijakan presiden melalui political will melakukan reformasi di bidang birokrasi, dengan melepaskan birokrasi dari fungsi dan tugas dan misi sesungguhnya tidak termasuk dalam kewenangannya. 4) Tetapi juga untuk melepaskan birokrasi sebagai alat politik (netralitas), serta membebaskan birokrasi untuk bersinergi dan berinteraksi dengan customer's oriented yang pada hakikatnya adalah kepentingan pelayanan untuk masyarakat. 
Birokrasi dan Pelayanan Publik Pro-kontra revisi UU No.22/1999 telah mencuat menjadi wacana publik. Disinyalir pelaksanaannya dapat melahirkan disintegrasi bangsa, kurang terkontrolnya daerah, serta provinsi dan pusat menjadi powerless. Namun sayangnya, hal-hal yang bersifat teknis luput dari perhatian. Dalam menyongsong otonomi daerah setidaknya ada 4 hal teknis yang perlu dipersiapkan yakni 4 P: pembiayaan, prasarana, partisipasi masyarakat, dan personil. 
Penyiapan SDM baik kuantitas dan kualitas (pendidikan, ketrampilan, mental) harus dilakukan. Keempat hal teknis tersebut lupa dipersiapkan, sehingga implementasi dari UU tersebut menjadi sedikit kacau. Penggalian dan pembangunan 4 P dapat dilaksanakan dengan baik dan perlu adanya prasyarat sistem birokrasi yang sehat. Dalam tulisan ini, penulis mencoba menyoroti aspek sistem birokrasi di daerah yang perlu dibenahi. 

Pada masa pemerintahan Orde Baru, sistem birokrasi kita tidak jelas, dan cenderung menjadi lembaga politik ketimbang lembaga administratif. Sehingga birokrasi menjadi lembaga upeti, minta dilayani- bukan sebaliknya yang seharusnya melayani publik. Untuk itu, refleksi kesejarahan birokrasi dapat dijadikan tonggak, bagaimana sistem birokrasi tersebut harus dibentuk. Birokrasi menurut Martin Albrow digunakan sejak tahun 1745 oleh Vincent de Gounnay untuk menerangkan pemerintahan Prusia. Birokrasi lahir tepat pada waktunya, tatkala pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman dan kemudian upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan menempati prioritas pertama. Penerangan konsep ini berlangsung secara luas dan berkembang di negara industri di Eropa dan Amerika. Birokrasi yang secara etimologis berarti 'kekuasaan di belakang meja' atau meminjam definisi Lance Castle adalah "orang-orang digaji yang berfungsi dalam pemerintahan". Dalam kacamata awam birokrasi adalah aparat pemerintah (pegawai negeri), yang dalam jargon Korpri sebagai abdi negara (yang melayani negara) bukan sebagai abdi rakyat (civil servant) yang melayani masyarakat. Birokrasi juga dapat diartikan sebagai government by bureaus, yaitu pemerintahan biro oleh personil yang diangkat oleh penguasa. Kadangkala birokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang kaku, macet, dan segala tuduhan yang negatif terhadap instansi yang berkuasa (red tape).
Rasanya kurang afdol kalau kita membahas birokrasi tanpa menyinggung Weber. Walaupun sesungguhnya Weber secara eksplisit tidak mendefinisikan birokrasi. Birokrasi rasional oleh Weber dibebankan dengan birokrasi patrimonial. Pada pengertian pertama, birokrasi yang dimaksud memisahkan secara tajam antara kantor dan si pemegang jabatan, kondisi yang tepat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat, hubungan otoritas yang disusun secara sistematis antara kedudukan, serta hak dan kewajiban yang diatur dengan tugas. Sedangkan birokrasi patrimonial, kedudukan dan tingkah laku seluruh hirarki sebagian besar bergantung pada hubungan personal-kekeluargaan atau patront-client. Birokrasi yang paling rasional terlebih dahulu mempersyaratkan proposisi-proposisi menurut legitimasi dan otoritas, serta memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Para anggota staf secara pribadi bebas, hanya menjalankan tugas-tugas impersonal  jabatan mereka.

2. Ada hirarki jabatan jelas.

3. Fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara tegas.

4. Para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak.

5. Mereka dipilih dengan kualifikasi profesional.

6. Memiliki gaji dan pensiun.

7. Pos jabatan adalah lapangan kerja pokoknya.
8. Terdapat struktur karir dan promosi atas dasar merit sistem dan keunggulan.
Apa yang dikemukakan Weber tentang birokrasi rasional merupakan lembaga administratif belaka. Secara fungsional birokrasi dalam suatu negara diperlukan dan berguna memperlancar urusan-urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Birokrasi mendapat konotasi positif. Sedangkan menurut pandangan Marx, The bureaucracy had eventually become a caste which claimed to posess, through higher education, the monopoly of the interpretation of the state's interests. Style birokrasi pada masa Orde Baru mirip dengan sinyalemen Marx di atas, yang memonopoli interpretasi atas kebenaran, ideologi, dan simbol-simbol negara. Meminjam istilah Karl D.Jackson model birokrasi Orde Baru disebut bureaucratic polity yang salah satu cirinya adalah bahwa suasana politik menentukan diri dan otonom vis a vis lingkungan domestik. Politik terwujud sebagai persaingan antara lingkaran birokrat-birokrat tingkat tinggi berpangkat tinggi dan perwira-perwira militer. Kepolitikan birokrasi ini menurut Crouch dicirikan oleh 3 hal, yaitu  lembaga politik yang dominan adalah birokrasi ; Parlemen,  parpol,   kelompok   kepentingan  berada  dalam  keadaan   lemah tanpa mampu mengontrol birokrasi ; massa di luar birokrasi secara politik adalah pasif. 

Apa yang dikemukakan oleh Jackson dan Crouch di atas, tidak terlepas dari strategi Soeharto dalam mempertahankan kekuasaan selama 32 tahun dengan jalan mengkooptasi kekuatan nonnegara berada dalam kontrol dirinya melalui legitimasi UU, pengebirian UUD 45, Keppres, serta mengucilkan dan menjebloskan kelompok oplosan. Sehingga monopoli kekuasaan berada di tangannya. Kekuasaan Soeharto dan birokrasi selama 32 tahun tanpa terkontrol, hasilnya adalah kasus mega KKN serta, mental aparat yang bobrok.
Setelah kita bicara birokrasi secara makro-politis, maka kini kita akan membicarakan secara mikro-administratif, yang dikaitkan dengan pelayanan publik. Telah menjadi rahasia umum bahwa pelayanan umum di instansi pemerintah selama ini lamban, ruwet, tidak efisien, dan bahkan menjengkelkan karena banyak calo yang berkeliaran. Kita lihat di samsat, di loket stasiun misalnya, calo yang ada tidak pernah bisa diberantas, malahan dilindungi karena mendatangkan fulus. Hal ini memberi kesan bahwa birokrasi kita adalah ibarat 'benang kusut', akibatnya masyarakat enggan berhadapan dengan birokrasi. Inilah sebuah paradoks birokrasi kita, yang justru tidak mendinamisasi masyarakat. Maka pelayanan publik sebagai fungsi utama Birokrasi mendesak untuk dibenahi dan disertai dengan law enforcement yang tegas.
Sekadar untuk menengok pelayanan publik secara formal, maka menurut keputusan Menpan nomor 81/1993 pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan BUMN/D dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. pelayanan publik menuntut tata laksana, prosedur kerja, tata kerja, sistem kerja, wewenang, biaya, dll. Secara ideal pelayanan umum yang dilaksanakan harus sedapat mungkin mendorong kreativitas, prakarsa, serta peran serta masyarakat dalam pembangunan. Hubungan aparat dengan masyarakat yang patront-client harus diubah menjadi hubungan    produsen-konsumen,   atau      govenrment-citizen     di mana masyarakat merupakan primary stakeholder. 
Tuntutan masyarakat sejalan dengan demokratisasi dan perkembangan teknologi, maka pelayanan publik dituntut lebih efisien, serba cepat, computerised, transparansi, komunikatif. Birokrasi modern mengemban misi fairer, faster, better and cheaper. Untuk ke arah itu sistem harus dibenahi, dituntut aparat yang mempunyai skill yang memadai, ramah, berpengetahuan luas, serta ditunjang alat yang canggih. Tanpa itu semua sulit rasanya birokrasi kita mengantisipasi tuntutan pelayanan publik masa-masa mendatang. 
Birokrasi kita perlu mengubah orientasi dari 'dilayani' ke 'melayani' demikian pula orientasi negara perlu diubah dari 'beamstenstaat' ke 'peoplestate'. David Osborn dan Ted Gaebler dalam "Reinventing Government" menyarankan adanya perubahan orientasi pemerintahan di antaranya: pemerintahan lebih bertindak sebagai pengarah daripada pelaksana, memberdayakan masyarakat untuk melayani diri daripada memonopoli pelayanan, berorientasi pada hasil ketimbang input, lebih mementingkan kebutuhan masyarakat luas ketimbang birokrasi, menyesuaikan dengan perubahan tuntutan pasar, desentralisasi diperluas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Perubahan orientasi itu perlu bahkan harus, agar birokrasi kita mampu menghasilkan public good dan public interest atau high quality public goods and service. 
Kalau orientasi birokrasi tidak berubah, maka akan timbul ekses-ekses seperti 'immobilism-inability' to functio' (hambatan dan ketidakmampuan menjalankan fungsi-fungsi secara efektif) 'takenism' (pernyataan sikap mendukung secara terbuka, tetapi sesungguhnya hanya melakukan partisipasi minimal dalam pelaksanaannya), maupun 'procrastination' (bentuk partisipasi dengan kualitas pelayanan diturunkan). Dalam realitasnya pemberian pelayanan oleh Pemda kepada masyarakat cenderung birokratis, dan inefesiensi. Jumlah personil birokrasi "unskilled over loaded". Fenomena tersebut menimbulkan beberapa masalah yang berkenaan dengan pelayanan publik, di antaranya:

1. Masalah akuntabilitas pelayanan  publik.

2. Masalah pilihan penyedia pelayanan (choices).

3. Pengadaan pelayanan yang  kompetitif.

4. Desentralisasi manajemen.

5. Kualitas Pelayanan

    Dari tataran teoritik di atas, maka ada beberapa isu pokok yang dapat dijadikan agenda dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat:

1. Identifikasi dan standarisasi pelayanan pemda.

2. Peningkatan kinerja pelayanan pemda.

3. c.Peningkatan akuntabilitas pemda dalam pelayanan.

4. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pelayanan.
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DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI  

Marjoni Rachman

Abstract
Organizational culture is all characteristic showing personality an pregnant organization of value system, habit and trust in an organization which interact with existing formal system structure to yield behavioral norms of organization. Developing cultural and behavioral ethics of organization will support effectively in order to execution of bureaucracy reform. On that account organizational culture give big influence to efficacy of bureaucracy reform. In bureaucracy reform, cultural model which woke up at least have to have three characteristic, that is strength, dynamic and adaptive.
Keywords : Strength, Dynamic and Adaptive

I. PENDAHULUAN
Sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998, terjadi perubahan yang cukup radikal terhadap sistem politik dan pemerintahan di Indonesia.  Reformasi di sektor pemerintahan difokuskan kepada bagaimana meciptakan suatu tatanan pemerintahan yang baik, transparan dan bertanggung jawab.  Secara umum ada tiga tujuan yang akan di capai di dalam reformasi tata pemerintahan yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia yakni, penataan struktur pemerintahan negara, desentralisasi pemerintahan, dan reformasi keuangan negara. Ketiga tujuan tersebut di dalam implementasinya telah berjalan cukup lancar tetapi belum berhasil seperti diharapkan. 

Skala reformasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dinilai mempunyai cakupan yang sangat luas. Bahkan seringkali dipandang terlalu luas dan terlalu cepat jika dibandingkan dengan apa yang pernah dilakukan oleh banyak negara di dunia. Indonesia juga dipandang telah melakukan perubahan radikal dalam tata hubungan antara pusat dan daerah melalui program desentralisasi pemerintahan yang belum pernah ditempuh oleh negara mana pun di dunia.

Namun demikian reformasi yang demikian luas dan begitu radikal perubahannya tersebut, ternyata belum berhasil menciptakan tata pemerintahan yang baik di Indonesia. Seperti diketahui bersama bahwa secara sederhana visi reformasi, khususnya reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata pemerintahan yang baik, sementara itu misi daripada reformasi birokrasi adalah membangun, menata ulang, menyempurnakan, membina, dan menertibkan birokrasi pemerintahan, agar mampu dan komunikatif dalam menjalankan peranan dan fungsinya.

Target dan sasaran reformasi birokrasi ada lima hal. Pertama, terbentuknya birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang anti KKN dan berkurangnya perilaku koruptif pegawai negeri. Kedua, birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Ketiga, birokrasi yang transparan yakni birokrasi yang seluruh kebijakan dan aktivitasnya diketahui masyarakat dan masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Keempat, birokrasi yang melayani, yaitu birokrasi yang tidak minta dilayani, tetapi birokrasi yang melayani masyarakat. Kelima, birokrasi yang terdesentralisasi, yaitu kewenangan pengambilan keputusan terdesentralisasi kepada pimpinan unit kerja terdepan.

Kelima target dan sasaran daripada reformasi birokrasi tersebut selama ini masih belum mampu diwujudkan secara nyata oleh pemerintah.  Hal ini menurut Thoha (2002) disebabkan karena birokrasi pemerintah semakin terkooptasi dan diintervensi oleh partai politik yang mempersiapkan kemenangan pemilu bagi partainya. Kepentingan subjektivitas partai semakin kuat untuk menguasai birokrasi pemerintah. Hal ini mengakibatkan birokrasi pemerintah terkotak-kotak sebagai kapling partai politik. Partai politik membangun blok (building block) di birokrasi pemerintah untuk kepentingan partainya. Netralitas birokrasi pemerintah terhadap kekuatan partai politik sulit bisa dihindari.

Kehadiran partai politik dalam pemerintahan memang tidak bisa lagi dihindari. Akan tetapi kebutuhnan menciptakan sistem birokrasi pemerintahan yang netral, profesional, dan mantap tidak bisa juga dihindari. Keduanya merupakan kebutuhan yang esensial yang mestinya disadari oleh pemerintah. Kelembagaan birokrasi pemerintah mestinya memperoleh perhatian yang pertama sebelum semuanya diperbaiki.

Kondisi seperti tersebut di atas seharusnya bisa dipergunakan sebagai salah satu strategi perubahan atau reformasi birokrasi.  Strategi ini bisa diawali dengan reformasi kelembagaan birokrasi pemerintah.  Menurut Thoha (2002) lembaga birokrasi merupakan suatu bentuk dan tatanan yang mengandung struktur dan kultur.

Struktur mengacu pada susunan dari suatu tatanan, sementara itu kultur mengandung nilai, sistem,  dan kebiasaan yang dilakukan oleh para pelakunya yang mencerminkan perilaku dari sumber daya manusianya.  Oleh karena itu reformasi dari kelembagaan birokrasi meliputi susunan dari suatu tatanan birokrasi pemerintah, serta reformasi tata nilai, tata sistem, dan tata perilaku dari aparatnya.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa ada dua aspek yang cukup penting di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pertama, adalah reformasi dari aspek kelembagaan, yaitu birokrasi pemerintah harus menata ulang lembaga-lembaga yang ada selama ini. Penataan ini dapat dilakukan baik dari aspek strukturnya, jenjang hirarki maupun sistem manajemennya. Kedua, adalah reformasi dari aspek budayanya. Yaitu menata ulang budaya birokrasi yang selama ini dijalankan.
II. PERMASALAHAN

Effendi (2005) kegagalan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia selama ini salah satu sebabnya adalah kurangnya perhatian terhadap perubahan pola budaya organisasi yang ada dalam birokrasi pemerintah.  Padahal tanpa adanya perubahan budaya organisasi tidak mungkin tata pemerintahan yang amanah dapat terwujud.

III. PEMBAHASAN
A. Budaya Organisasi

Budaya organisasi memiliki makna yang luas.  Menurut Luthans (1998) budaya organisasi merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi.  Setiap anggota akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungannya.

Sharplin (1995) mengatakan bahwa budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai, kepercayaan dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi.

Sementara itu Stoner, Freeman & Gilbert (1995) mendefinisikan budaya organisasi sebagai suatu cognitive framework yang meliputi sikap, nilai-nilai, norma perilaku dan harapan-harapan yang disumbangkan oleh anggota organisasi.  Davis (1984) menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai organisasi yang dipahami, dijiwai dan dipraktikkan oleh organisasi sehingga pola tersebut memberikan arti tersendiri dan menjadi dasar aturan berperilaku dalam organisasi.

Schein (1992) mendefinisikan budaya organisasi sebagai suatu pola dari asumsi-asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan atau dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu dengan maksud agar organisasi belajar mengatasi atau menanggulangi masalah-masalahnya yang timbul akibat adaptasi eksternal dan integrasi internal yang sudah berjalan dengan cukup baik, sehingga perlu diajarkan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang benar untuk memahami, memikirkan dan merasakan berkenaan dengan masalah-masalah tersebut.

Sedangkan Hodge, Anthony & Gales (1996), mengatakan bahwa budaya organisasi sebagai konstruksi dari dua tingkat karakteristik, yaitu karakteristik organisasi yang kelihatan (observable) dan yang tidak kelihatan (unobsevable). Pada level observable, budaya organisasi mencakup beberapa aspek organisasi seperti arsitektur, seragam, pola perilaku, peraturan, legenda, mitos, bahasa, dan seremoni yang dilakukan organisasi.  Sedangkan pada level unobservable, budaya organisasi mencakup shared values, norma-norma, kepercayaan, asumsi-asumsi para anggota organisasi untuk mengelola masalah dan keadaan-keadaan disekitarnya.  Budaya organisasi juga dianggap sebagai alat untuk menentukan arah organisasi, mengarahkan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, serta bagaimana mengalokasikan sumber daya dan mengelola sumber daya organisasi, dan sebagai alat untuk menghadapi masalah dan peluang dari lingkungan.

Budaya organisasi adalah semua ciri yang menunjukkan kepribadian suatu organisasi : keyakinan bersama, nilai-nilai dan perilaku-perlaku yang dianut oleh semua anggota organisasi. Budaya organisasi adalah tradisi yang sangat sukar diubah.

Sethia & Glinow (dalam Collins & Mc Laughlin, 1996) membedakan adanya empat macam budaya organisasi, yaitu : Pertama, Apathetic Culture. Dalam tipe ini perhatian anggota organisasi terhadap hubungan antar manusia maupun kinerja pelaksanaan tugas, dua-duanya rendah.  Disini penghargaan diberikan terutama berdasarkan permainan politik dan pemanipulasian orang-orang lain.  Kedua, Caring Culture. Budaya organisasi tipe ini dicirikan oleh rendahnya perhatian terhadap kinerja dan tingginya perhatian terhadap hubungan antar manusia. Penghargaan lebih didasarkan atas kepaduan tim dan harmoni, dan bukan didasarkan atas kinerja pelaksanaan tugas.  Ketiga, Exacting Culture. Ciri utama tipe ini adalah bahwa perhatian terhadap orang sangat rendah, tetapi perhatian terhadap kinerja sangat tinggi.  Disini secara ekonomis penghargaan sangat memuaskan, tetapi hukuman atas kegagalan yang dilakukan juga sangat berat. Dengan demikian tingkat keamanan pekerjaan menjandi sangat rendah.  Keempat, Integrative Culture.  Dalam organisasi yang memiliki budaya integrative, perhatian terhadap orang maupun kinerja, keduanya sangat tinggi.

Dari uraian tersebut di atas jika organisasi birokrasi di Indonesia dianalisis dengan menggunakan empat tipe budaya tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar organisasi birokrasi di Indonesia memiliki budaya organisasi yang bertipe Caring.  Pada umumnya organisasi birokrasi di Indonesia biasanya memiliki perhatian yang sangat rendah terhadap kinerja pelaksanaan tugas, tetapi memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap hubungan antar manusia.  Hal ini tampak dari ciri-ciri birokrat sebagai berikut :

1. Lebih mementingkan kepentingan pimpinan ketimbang kepentingan klien atau pengguna jasa.

2. Lebih merasa sebagai abdi negara daripada abdi masyarakat.

3. Meminimalkan resiko dengan cara menghindari inisiatif.

4. Menghindari tanggung jawab.

5. Menolak tantangan.

6. Tidak suka berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Budaya caring ini tidak cocok dalam organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik, oleh sebab itu perlu diadopsi budaya organisasi baru yang lebih sesuai dan kondusif dengan manajemen pelayanan publik.

Menurut Kotter & Kotter (1992) suatu organisasi yang memiliki budaya yang kuat mempunyai pengaruh secara langsung terhadap pola perilaku dan berfikir seluruh anggota organisasi. Oleh sebab itu Darsono (2006) mengatakan bahwa Budaya yang kuat dapat menciptakan kinerja yang bagus (tinggi) atau dengan kata lain budaya organisasi yang kuat memiliki korelasi yang positif dengan kinerja anggota organisasi karena anggota organisasi memiliki motivasi tinggi, loyalitas, kerja keras, karena mereka merasa sedang berada (bekerja) dalam organisasi, dan anggota organisasi memiliki kesadaran yang tinggi tentang kelangsungan hidup organisasi.

Sementara itu Kotter & Heskett (1992) menyebutkan bahwa kepustakaan yang ada pada saat ini sudah cukup mendukung asumsi bahwa budaya yang kuat mengarah pada kinerja yang lebih tinggi, sehingga yang lebih penting lagi adalah melakukan telaah lebih lanjut lagi.

Perspektif “telaah lebih lanjut lagi” ini penting, paling tidak untuk tiga alasan, yaitu : (a) mungkin merupakan usaha besar pertama yang berusaha mengaitkan budaya organisasi dengan kinerja ekonomi jangka panjang; (b) karena menyoroti efek dari budaya yang kuat terhadap pencapaian tujuan, motivasi dan kontrol; dan (c) karena merebut perhatian banyak orang.  Perspektif ini mengatakan bahwa budaya yang kuat menyebabkan kinerja yang kuat, tetapi sebaliknya, ternyata terjadi pula bahwa kinerja yang kuat dapat membantu menciptakan budaya yang kuat (Schein, 1992).

Sehubungan dengan hal itu maka Lako (2004) berpandangan bahwa budaya organisasi mempunyai sejumlah peran strategis. Pertama sebagai “perekat” antar para pelaku organisasi yang memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda. Kedua, sebagai alat untuk membentuk sense of belonging (rasa ikut memiliki) dan sense of indentity (rasa bangga sebagai bagian dari suatu organisasi) para pelaku organisasi. Ketiga, sebagai core organizational values yang dapat mendorong : (1) para karyawan untuk memberikan ide-ide barunya; (2) organisasi agar selalu sensitif terhadap kepuasan pelanggan (customer satisfaction) dan tuntutan stakeholders-nya; (3) para pelaku organisasi agar selalu membangun komunikasi iklim organisasi yang harmonis dan kondusif; dan (4) menanamkan komitmen para pelaku organisasi untuk menerima segala resiko yang mungkin saja terjadi, baik yang disebabkan oleh kegagalan organisasi itu sendiri maupun yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi.  Keempat, sebagai alat yang efektif untuk membangun efektivitas kesuksesan kinerja ekonomi dan kinerja organisasi dalam jangka panjang (secara berkelanjutan).

B. Reformasi Birokrasi

Kata “reformasi” sudah menjadi semacam komoditas dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia akhir-akhir ini. Dimana-mana kita pasti mendengar reformasi, entah kita menghadiri diskusi, seminar ataupun perbincangan sehari-hari.  Meluasnya pembicaraan tentang reformasi menyebabkan munculnya berbagai interpretasi tentang makna reformasi itu sendiri.  Kata reformasi berasal dari kata Inggris “reform” yang artinya perbaikan atau pembaruan.

Sarundajang (2003), pada hakikatnya reformasi merupakan bagian dari dinamika masyarakat, dalam arti bahwa perkembangan akan menyebabkan tuntutan terhadap pembaruan dan perubahan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan tersebut.  Karena itu reformasi bagi suatu organisasi adalah alamiah dan wajar. Hanya saja reformasi dalam konteks Indonesia telah dipandang sebagai suatu perubahan yang sifatnya radikal.  Reformasi bahkan telah dijadikan justifikasi terhadap berbagai perilaku anggota masyarakat yang anarkis dan melanggar hukum, sehingga pemahaman terhadap reformasi telah dibelokkan dalam konteks yang keliru.

Namun demikian terlepas dari penyimpangan terhadap pemahaman mengenai reformasi tersebut, publik mengharapkan bahwa dengan terjadinya reformasi akan diikuti pula dengan perubahan besar pada desain kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara, baik yang menyangkut dimensi kehidupan politik, sosial, ekonomi, maupun kultural.  Perubahan struktur, kultur dan paradigma birokrasi dalam berhadapan dengan masyarakat menjadi begitu mendesak untuk segera dilakukan mengingat birokrasi mempunyai kontribusi yang besar terhadap terjadinya krisis multidimensional yang sampai saat ini belum juga terselesaikan.

Dwiyanto, et.al (2006) mengatakan bahwa reformasi birokrasi dalam penyelengaaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik diarahkan untuk menciptakan kinerja birokrasi yang profesional dan akuntabel. Birokrasi dalam melakukan berbagai kegiatan perbaikan pelayanan diharapkan lebih berorientasi pada kepuasan pelanggan, yakni masyarakat pengguna jasa.

Sementara itu Hardjapamekas (2003) mengatakan bahwa Pola birokrasi yang cenderung sentralisitik, dan kurang peka terhadap perkembangan ekonomi, sosial dan politik masyarakat harus ditinggalkan, dan diarahkan seiring dengan tuntutan masyarakat. Harus diciptakan birokrasi yang terbuka, profesional dan akuntabel.

Lebih lanjut dikatakan pula bahwa reformasi birokrasi menjadi usaha mendesak mengingat implikasinya yang begitu luas bagi masyarakat dan negara. Perlu usaha-usaha serius agar pembaharuan birokrasi menjadi lancar dan berkelanjutan. berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menuju reformasi birokrasi.
	Langkah internal:

1. Meluruskan Orientasi

2. Memperkuat Komitmen 

3. Membangun Kultur Baru

4. Rasionalisasi

5. Memperkuat Payung Hukum
6. Peningkatan Kualitas SDM
	Langkah eksternal :

1. Komitmen dan Keteladanan Elit Politik

2. Pengawasan masyarakat




Reformasi birokrasi di Indonesia, menurut Sarundajang (2003) merupakan tindakan perubahan atau pembaharuan yang berdimensi restrukturisasi, revitalisasi dan refungsionalisasi.  Restrukturisasi adalah tindakan untuk mengubah struktur yang dipandang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman dan dianggap tidak efektif lagi dalam memajukan organisasi. Revitalisasi merupakan upaya untuk memberikan tambahan energi atau daya kepada suatu organisasi atau lembaga agar dapat mengoptimalkan kinerja organisasi.   Oleh sebab itu revitalisasi akan berkaitan dengan perumusan kembali uraian tugas, penambahan kewenangan kepada unit-unit strategis, peningkatan alokasi anggaran, penambahan atau penggantian berbagai instrumen pendukung dalam menjalankan tugas-tugas organisasi.  Sedangkan refungsionalisasi lebih berkaitan dengan tindakan atau upaya untuk memfungsikan kembali sesuatu yang sebelumnya tidak berfungsi.  Dalam hal ini refungsionalisasi lebih mengarah pada penajaman profesionalisme organisasi dalam mengemban misinya.

Dari uraian di atas maka dengan demikian reformasi birokrasi akan mengarah pada tiga dimensi reformasi tersebut.  Dalam hubungan ini reformasi birokrasi dilakukan untuk membentuk organisasi birokrasi yang benar-benar dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dengan pelayanan yang lebih cepat (faster), lebih murah (cheaper), dan lebih baik (better).

C. Hubungan Antara Budaya Organisasi Dengan Reformasi Birokrasi

Pada uraian terdahulu telah disinggung bahwa salah satu penyebab kurang berhasilnya reformasi birokrasi untuk mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan yang amanah  adalah karena pemerintah belum menaruh perhatian yang serius terhadap perubahan budaya organisasi.

Budaya organisasi amat besar pengaruhnya pada keberhasilan dan mati hidup sebuah organisasi. Karena itulah jika sebuah perusahaan bersedia mengeluarkan dana yang amat besar untuk mengubah budaya perusahaan (corporate culture) agar selalu sesuai dengan lingkungannya yang selalu berubah dengan cepat. Sebaliknya, birokrasi pemerintahan negara kurang punya perhatian terhadap perubahan lingkungan karena dua alasan. Pertama, secara konseptual ketika Max Weber merumuskan konsep birokrasi kira-kira 140 tahun yang lalu, organisasi birokratis diasumsikan sebagai bentuk organsasi yang cocok untuk lingkungan yang stabil dan untuk menjalankan tugas-tugas yang bersifat massif tetapi redundant. Dengan demikian bentuk dan budaya organisasi harus berubah bila tugas organisasi dan lingkungannya berubah.

Ada asumsi yang cukup menarik untuk dipertanyakan : apakah budaya organisasi mempengaruhi proses reformasi birokrasi, ataukah reformasi birokrasi mempengaruhi dan menciptakan budaya organisasi ?  Jika yang pertama terjadi maka akan terjadi stagnasi dan kekuatan status-quo dalam organisasi birokrasi, sementara itu jika yang kedua terjadi maka akan tercipta perubahan dan pengembangan organisasi birokrasi yang dinamis.

Budaya organisasi (birokrasi) merupakan kesepakatan bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan (Sondang P.Siagian,1995). Oleh karena itu budaya organisasi birokrasi akan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota organisasi; menentukan batas-batas normatif perilaku anggota organisasai; menentukan sifat dan bentuk-bentuk pengendalian dan pengawasan organisasi; menentukan gaya manajerial yang dapat diterima oleh para anggota organisasi; menentukan cara-cara kerja yang tepat, dan sebagainya. Secara spesifik peran penting yang dimainkan oleh budaya organisasi (birokrasi) adalah membantu menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi; menciptakan jati diri para anggota organisasi; menciptakan keterikatan emosional antara organisasi dan pekerja yang terlibat didalamnya; membantu menciptakan stabilitas organisasi sebagai sistem sosial; dan menemukan pola pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma kebiasaan yang terbentuk dalam keseharian.

Begitu kuatnya pengaruh budaya organisasi (birokrasi) terhadap perilaku para anggota organisasi, maka budaya organisasi (birokrasi) mampu menetapkan tapal batas untuk membedakan dengan organisasi (birokrasi) lain; mampu membentuk identitas organisasi dan identitas kepribadian anggota organisasi; mampu mempermudah terciptanya komitmen organisasi daripada komitmen yang bersifat kepentingan individu; mampu meningkatkan kemantapan keterikatan sistem sosial; dan mampu berfungsi sebagai mekanisme pembuatan makna dan simbol-simbol kendali perilaku para anggota organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka reformasi birokrasi sebagai sebuah proses, haruslah berpedoman pada rambu-rambu aturan normatif yang telah ditentukan oleh organisasi birokrasi yang bersangkutan sebagai perwujudan daripada budaya organisasi.  Oleh sebab itu kegagalan di dalam reformasi birokrasi seringkali disebabkan karena aparat birokrasi tidak menyadari adanya perubahan dan pergeseran yang terjadi dalam budaya masyarakat lingkungannya.

Salah satu kendala yang seringkali dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah tidak adanya budaya antikorupsi.  Tidak adanya budaya antikorupsi membuat nilai-nilai etis tentang kekuasaan, konflik kepentingan, keadilan, dan kepantasan tidak berkembang dalam kehidupan birokrasi pemerintahan dan masyarakat luas.  Akibatnya toleransi masyarakat terhadap pungli sangat tinggi.  Sebagian besar para pemangku kepentingan menilai pemberian pungli sebagai hal yang wajar.

Budaya antikorupsi penting dikembangkan karena tindakan korupsi pertama-tama adalah masalah nilai, akhlak, dan moralitas. Keinginan untuk melakukan tindakan korupsi kebanyakan muncul karena berkembangnya nilai-nilai yang salah dan akhlak serta moral yang buruk untuk memperkaya diri atau mengumpulkan harta dengan cara yang mudah dan tanpa harus kerja keras. Keinginan untuk mengumpulkan harta yang berlebihan dengan tanpa kerja keras menjadi biang keladi dari menjamurnya praktik korupsi di Indonesia. Korupsi karenanya tidak seharusnya hanya dilihat sebagai salah satu bentuk pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan dalam birokrasi pemerintah. Mereduksi pemahaman konsep korupsi menjadi masalah pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan birokrasi, atau rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai dan pejabat publik adalah penyederhanaan konsep korupsi yang berlebihan dan dapat menyesatkan. Sebaliknya, menjadikan masalah korupsi sebagai masalah budaya semata-mata tentu tidak bijaksana karena sesungguhnya korupsi di Indonesia adalah fenomena yang kompleks dan multidimensional.

Pengembangan strategi budaya ditonjolkan disini karena upaya membangun budaya baru yang melembagakan nilai-nilai antikorupsi kurang memperoleh perhatian dari para pejabat publik dan pemangku kepentingan. Perang melawan korupsi yang dicanangkan oleh presiden SBY akhir-akhir ini cenderung menggunakan strategi yang sempit karena lebih banyak memusatkan pada aspek penegakan hukum tetapi belum banyak menyentuh dimensi-dimensi lainnya, seperti pembenahan birokrasi publik, pendidikan antikorupsi, dan pengembangan budaya, akhlak, budi pekerti dan nilai-nilai luhur yang mampu membentengi para pejabat publik dari perilaku yang tercela. Penegakan hukum tentu sangat penting dan harus dilakukan dengan tegas, namun tidak cukup untuk memberantas korupsi. Penegakan hukum yang keras dan tegas tanpa diikuti oleh perubahan-perubahan sistim nilai dan akhlak hanya akan membuat praktik korupsi menjadi semakin canggih. Akibatnya, di Indonesia sekarang ini banyak berkembang tindakan yang pada dasarnya bersifat koruptif, tetapi tidak melanggar hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam reformasi birokrasi perlu dikembangkan suatu pola budaya yang mengandung nilai-nilai dan etika yang anti kecurangan, antikorupsi dan beorientasi pada kepentingan publik.

D. Membangun Etika Perilaku dan  Budaya Organisasi

Amrizal (2004) mengatakan bahwa setiap organisasi bertanggung jawab untuk berusaha mengembangkan suatu pola perilaku organisasi yang mencerminkan kejujuran dan etika yang dikomunikasikan secara tertulis dan dapat dijadikan pegangan oleh seluruh pegawai. Kultur tersebut harus memiliki akar dan memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi dasar bagi etika pengelolaan suatu organisasi atau suatu entitas.

Membangun etika perilaku dan budaya organisasi akan mendukung secara efektif dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi.  Oleh sebab itu untuk membangun etika perilaku dan budaya organisasi yang kuat sangat ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :
1. Komitmen Dari Top Management Dalam Organisasi

Manajemen harus memberikan tauladan dan kemauan yang kuat untuk membangun suatu kultur yang kuat dalam organisasi yang dipimpinnya. Peranan moral/kepribadian yang baik dari seorang pimpinan dan komitmennya yang kuat sangat mendorong tegaknya suatu etika prilaku dalam suatu organisasi dan dapat dijadikan dasar bertindak dan suri tauladan bagi seluruh pegawai. Oleh sebab itu komitmen moral dan keterbukaan di dalam komunikasi menjadi dua hal yang sangat untuk membangun budaya yang baik.

2. Membangun Lingkungan Organisasi Yang Kondusif

Banyak hasil penelitian memberikan indikasi perbuatan salah atau perbuatan curang seperti tindak pidana korupsi terjadi dalam suatu organisasi karena kurangnya kepedulian positif karyawan terhadap perbuatan salah tersebut bahkan dipandang sudah hal yang biasa atau pura-pura tidak mengetahuinya. Kepedulian positif dari lingkungan kerja sangat diperlukan dalam membangun suatu etika perilaku dan kultur oganisasi yang kuat. Rendahnya kepedulian dan rendahnya moral akan menyuburkan tindakan kecurangan yang pada akhirnya akan merusak bahkan dapat menghancurkan organisasi.

3. Perekrutan dan Promosi Pegawai

Setiap pegawai memiliki masing-masing seperangkat nilai-nilai kejujuran, integritas dan kode etik personal. Ketika suatu organisasi atau entitas berhasil dalam pencegahan kecurangan, dipastikan organisasi tersebut sudah memiliki kebijakan-kebijakan yang efektif yang dapat meminimalkan kemungkinan adanya merekrut atau mempromosikan pegawai yang memiliki tingkat kejujuran yang rendah, terutama untuk posisi yang memerlukan tingkat kepercayaaan. 

4. Pelatihan Yang Berkesinambungan

Pegawai baru sebaiknya diberi pelatihan tentang nilai-nilai organisasi atau entitas dan standar-standar pelaksanaan pada saat perekrutan.

5. Menciptakan Saluran Komunikasi Yang Efektif

Manajemen membutuhkan informasi mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban pekerjaan apakah sudah sesuai dengan kode etik atau tidak dari masing-masing pegawai. Masing-masing pegawai harus dapat menginformasikan tentang pelaksanaan kode etik tersebut mulai dari pemegang posisi tertinggi sampai yang terendah. Permintaan komfirmasi tersebut minimal dilakukan setahun sekali, hal ini bukan hanya formalitas saja tetapi laporan tersebut betul-betul dapat digunakan sebagai pencegahan dan pendekteksian bila terjadinya perbuatan curang dalam organisasi. Laporan yang jujur dari karyawan sangat dibutuhkan dan bukan atas dasar sakit hati atau irihati pada seseorang.

6. Penegakan Disiplin

Kedisiplinan merupakan suatu kunci penting keberasilan dalam menerapkan dan memelihara kode etik dalam suatu organisasi. Tindakan disiplin akan dapat mengurangi perbuatan curang yang 

Di dalam proses reformasi birokrasi, sering timbul pertanyaan, model budaya organisasi macam apakah yang sebaiknya dibangun ? Dan bagaimana cara membangun budaya seperti itu ?

Menurut Lako (2004) model budaya organisasi yang ideal untuk suatu organisasi adalah yang memiliki paling tidak dua sifat. Pertama, kuat (strong), artinya budaya organisasi yang dibangun harus mampu mengikat dan mempengaruhi perilaku individu untuk menyelaraskan antara tujuan individu dan tujuan kelompok dengan tujuan organisasi.  Selain itu budaya organisasi yang dibangun harus mampu mendorong para pelaku organisasi dan organisasi itu sendiri untuk memiliki tujuan, sasaran, persepsi, perasaan, nilai dan kepercayaan, interaksi sosial dan norma-norma bersama yang mempunyai arah yang jelas sehingga mereka mampu bekerja dan mengekspresikan potensi mereka dalam arah dan tujuan yang sama, serta dalam semangat yang sama pula.

Kedua, dinamis dan adaptif , artinya budaya organisasi yang akan dibangun harus fleksibel dan responsif terhadap perkembangan lingkungan internal dan eksternal organisasi.  

Menurut  Noe & Mondy (1996) ada dua variabel lingkungan yang membentuk dan mempengaruhi efektivitas budaya suatu organisasi, yaitu : 

1. Faktor-faktor yang berasal dari variabel lingkungan internal organisasi, meliputi misi, visi, peraturan dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh para pendahulu atau pendiri organisasi dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh para pimpinan, komitmen, moral dan etika serta suasana kekeluargaan, gaya kepemimpinan, karakteristik organisasi, otonomi dan kompleksitas organisasi, sistem penghargaan, sistem komunikasi dan konflik/kerjasama serta toleransi.

2. Faktor-faktor yang berasal dari lingkungan global meliputi kecenderungan perubahan globalisasi ekonomi, tuntutan hukum, sosial dan ekonomi, perkembangan teknologi, transformasi teknologi informasi dan perubahan ekologi.

Untuk membangun model budaya organisasi yang memiliki sifat-sifat tersebut, menurut Porter & Parker (1992) ada sejumlah kondisi (prasyarat) yang harus dilakukan, yaitu :

1. Adanya perasaan membutuhkan (felt need) dari semua pelaku organisasi.

2. Adanya komitmen dari manajemen puncak (management commitment).

3. Adanya shared mindset, yaitu para fasilitator perlu bekerja keras untuk mendorong setiap anggota organisasi untuk memfokuskan pada pemahaman kemana organisasi akan melangkah di masa datang dan apa maknanya bagi peran individu.

4. Adanya keterlibatan karyawan (employee involvement), yaitu bahwa semua karyawan harus terlibat aktif dalam proses membuat perubahan menjadi suatu realitas.

5. Adanya pelatihan yang memadai (focused training).

6. Adanya akuntabilitas (accountibility).

Menurut Lako (2004) ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh para pelaku organisasi, terutama para eksekutif yang mempunyai power di dalam memanajemeni organisasi, untuk membangun model budaya adalah :  pertama, pendekatan top-down (top-down approach), artinya top management berinisiatif  mengambil prakarsa untuk merumuskan, mengembangkan dan mengoperasionalkan suatu model budaya organisasi yang kuat, adaptif dan dinamis, dan kemudian dikomunikasikan kepada seluruh anggota organisasi untuk dilaksana-kan secara konsisten.

Kedua, bottom-up approach, artinya perumusan dan pengembangan suatu model budaya organisasi yang ideal diserahkan sepenuhnya kepada manajemen level bawah dan menengah serta seluruh karyawan, sedangkan manajemen puncak bertindak sebagai pengarah dan perangkum.

Pendekatan yang ketiga adalah inter-active approach, artinya top management dan level-level manajemen bawah serta karyawan secara bersama-sama “duduk dalam satu meja bundar” untuk merumuskan suatu model budaya organisasi yang ideal dan cocok dengan visi, misi dan tujuan organisasi.

Dari ketiga pendekatan tersebut, pendekatan yang terakhir adalah yang paling baik dan memiliki resiko kegagalan minimal karena mengakomodasikan semua pemikiran dan kepentingan dari masing-masing pihak dalam organisasi yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Dalam konteks pelaksanaan reformasi birokrasi, ada beberapa langkah praktis yang perlu dilakukan oleh suatu organisasi birokrasi dalam membangun budaya organisasi.  Pertama, merombak gaya kepemimpinan yang otoriter, kaku dan tertutup terhadap karyawan, dengan gaya kepemimpinan yang terbuka dan transformatif.  Gaya kepemimpinan yang terbuka artinya adanya transparansi dan akuntabilitas dari pimpinan untuk memberikan pertanggungjawaban atau penjelasan secara terbuka dan jujur kepada para karyawan tentang segala hal yang berkaitan dengan apa saja yang telah, sedang dan akan dilaksanakan atau dicapai oleh organisasi.  Gaya kepemimpinan yang transformatif, artinya kepemimpinan yang memiliki visi kedepan dan mampu mengidentifikasi perubahan lingkungan serta mampu mentransformasikan perubahan tersebut ke dalam organisasi, mempelopori perubahan dan memberikan motivasi dan inspirasi kepada individu-individu karyawan untuk kreatif dan inovatif, serta membangun teamwork yang solid; membawa pembaharuan dalam etos kerja dan kinerja manajemen; berani dan bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan organisasi.

Kedua, mengajak seluruh karyawan untuk mendialogkan secara terbuka dan jujur mengenai segala hal, baik yang menyangkut masalah-masalah karyawan, manajemen, organisasi, maupun harapan-harapan organisasi dan karyawan untuk membangun kesuksesan organisasi yang berkelanjutan.

Ketiga, mensosialisasikan kepada seluruh anggota organisasi untuk melakukan reformasi budaya organisasi dan mengajak mereka untuk terlibat aktif dalam proses reformasi tersebut.  Dalam proses ini paradigma lama yang menganggap para karyawan sebagai asset organisasi harus diubah menjadi paradigma baru bahwa mereka merupakan stakeholder yang ikut memiliki organisasi.

Keempat, memberikan pelatihan, pengembangan dan sosialisasi yang memadai kepada seluruh anggota organisasi agar mereka dapat memahami dan mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran dari budaya organisasi yang baru dibangun.

Kelima, Medesain kembali sistem manajemen dan sistem pengendalian organisasi yang sesuai dengan jiwa dan semangat baru budaya organisasi yang baru dibangun.

Keenam, jika mengalami kesulitan di dalam membangun dan mendesain budaya organisasi, gunakanlah jasa konsultan untuk mengidentifikasi, mendesain dan membangun kembali suatu model budaya organisasi yang kuat, dinamis dan adaptif yang cocok dengan bentuk, karakteristik, mission statement, tujuan dan sasaran organisasi.

IV. PENUTUP
Secara sederhana visi reformasi, khususnya reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata pemerintahan yang baik, sementara itu misi daripada reformasi birokrasi adalah membangun, menata ulang, menyempurnakan, membina, dan menertibkan birokrasi pemerintahan, agar mampu dan komunikatif dalam menjalankan peranan dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, ada dua aspek yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu reformasi dari aspek kelembagaan dan reformasi dari aspek budaya organisasi.

Kegagalan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia selama ini salah satu sebabnya adalah kurangnya perhatian terhadap perubahan pola budaya organisasi yang ada dalam birokrasi pemerintah.

Reformasi birokrasi sebagai sebuah proses, haruslah berpedoman pada rambu-rambu aturan normatif yang telah ditentukan oleh organisasi birokrasi yang bersangkutan sebagai perwujudan daripada budaya organisasi.

Untuk membangun etika perilaku dan budaya organisasi birokrasi sangat ditentukan oleh faktor-faktor : komitmen dari top manajemen, membangun lingkungan organisasi yang kondusif, merekrut dan mempromosikan pegawai yang mempunyai tingkat kejujuran yang tinggi, pelatihan yang berkesinambungan, menciptakan saluran komunikasi yang efektif dan penegakan disiplin.

Di dalam reformasi birokrasi, model budaya yang dibangun paling tidak harus memiliki dua sifat, yaitu kuat (strong) serta dinamis dan adaptif.
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MEMBANGUN MODEL PELAYANAN PUBLIK YANG DAPAT

MEMENUHI KEINGINAN MASYARAKAT

Suhardiman

Marsuq

Abstrak
Pelayanan publik yang berkualitas, sudah sepatutnya mereformasi paradigma pelayanan publik. Reformasi paradigma pelayanan publik ini adalah penggeseran pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula  berorientasi pemerintah sebagai penyedia menjadi pelayanan yang berorientasi  kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Dengan begitu, tak ada pintu masuk alternatif untuk memulai perbaikan pelayanan publik selain sesegera mungkin mendengarkan suara publik itu sendiri. Inilah yang akan menjadi jalan bagi peningkatan partsipasi  masyarakat di bidang pelayanan publik.

Keyword : Pelayanan Publik
I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2004 membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan didaerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa  bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luansya kewenangan itu, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelolah dan menyelenggarakan  pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Hoessein, 2001) : “Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi sebenarnya menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Desentralisasi dapat pula disebut otonomisasi, otonomi daerah diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah  atau pemerintah daerah

II. PEMBAHASAN


Hingga sekarang ini kualitas pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, presodur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli), merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia. Dimana hal ini juga sebagai akibat dari berbagai permasalahan pelayanan publik yang belum dirasakan  oleh rakyat. Di samping  itu, ada kecenderungan adanya ketidakadilan dalam pelayanan publik di mana masyarakat yang tergolong miskin akan sulit mendapat pelayanana. Sebalikya, bagi mereka yang memiliki uang, dengan sangat mudah mendapatkan segala yang diinginkan. Untuk itu, apabila ketidakmerataan dan ketidakadilan ini terus menerus terjadin, maka pelayanan yang berpihak ini akan memunculkan potensi yang bersifat berbahaya dalan kehidupan berbangsa. Potensi ini antara lain terjadinya disintegrasi bangsa, perbedaan yang lebar antara yang kaya  dsn miskin dalam konteks pelayanan, peningkatan ekonomi yang lamban, dan pada tahapan tertentu dapat meledak dan merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan.


Kemudian, terdapat kecenderungan di berbagai instansi pemerintah pusat yang enggan menyerahkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah otonom, akibatnya pelayanan publik menjadi tidak efektif, efeseindan ekonomis, dan tidak menutup kemungkinan unit-unit pelayanan cenderung tidak memiliki responsibilitas, responsivitas dan tidak representatif sesuai dengan tuntutan masyarakat. Banyak contoh yang dapat diidentifikasi seperti pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, fasiliats sosial dan berbagai pelayanan di bidang jasa yang dikelolah pemerintah daerah belum memuaskan masyarakat, kalah bersaing dengan pelayanan di bidang yang di kelolah oleh pihak swasta. Norman Flyn (1990) mengemukakan bahwa pelayanan publik yang dikelola pemerintah secara hirarkis cenderung bercirikan over bureaucratic, bleated, wasteful, dan under performing.


Kejadian-kejadian tersebut lebih disebabkan karena paradigma pemerintahan yang masih belum mengalami perubahan mandasar. Paradigma lama tersebut ditandai dengan perilaku aparatur negara di lingkungan  birokrasi yang masih menempatkan dirinya untuk dilayani bukan untuk melayani. Pada hal pemerintah seharusnya melayani bukan dilayani. Seharusnya  di era demokratisasi  dan  desentralisasi saat ini, seluruh perangkat birokrasi, perlu menyadari bahwa pelayanan berarti pula semangat pengabdian yang mengutamakan efesiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun yang dimanifestisikan antara lain dalam perilaku melayani, bukan dilayani, mendorong bukan menghambat, mempermudah bukan mempersulit, sederhana, bukan berbelit-belit, terbuka untuk semua orang, bukan hanya untuk segelintir orang (Mustopadidjaja, 2003).

A. Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah

 
Di era otonomi daerah saat ini, seharusnya pelayanan publik menjadi responsif terhadap kepentingan publik, di mana paradigma pelayanan publik beralih dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke palayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang berorientasi kepuasan pelanggan (customer-driven goverment) dengan ciri-ciri (a) lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan melalui berbagai kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya kondisi kondusif bagi kegiatan pelayanan kepada masyarakat (b) lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama (c) menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan publik tertentu sehingga  masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas (d) berfokus pada pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil (outcomes) sesuai dengan masukan yang digunakan (e) lebih mengutamakan apa yang diinginkan oleh masyarakat (f) memberi akses kepada masyarakat dan responsif terhadap pendapat dari masyarakat tentang pelayanan yang diterimanya (g) lebih mengutamakan antisipasi terhadap pemasalahan pelayanan (h) lebih mengutamakan desentralisasi dalam pelaksaan pelayanan, dan (i) menerapkan sistem pasar  dalam memberikan pelayanan. Namun, dilain pihak, pelayanan publik juga memiliki beberapa sifat antara lain : (a) memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya, (b) memiliki wede stakeholders, (c) memiliki tujuan sosial, (d) dituntut untuk akuntabel kepada publik, (e) memiliki comlex and debeted performance indicators, serta (f) seringkali menjadi isu politik (Mohammad, 2003)  

Murah dan tidak diskriminatif, dan transparan, selain itu, upaya-upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah nampaknya belum optimal. Salah satu indikator yanag dapat dilihat dari fenomena ini adalah pada fungsi pelayanan publik yang banyak dikenal  dengan sifat birokratis dan banyak mendapat keluhan dari masyarakat karena masih belum memperhatikan kepentingan masyarakat penggunanya. Kemudian pengelolah pelayanan publik cenderung lebih besifat direktif yang hanya memperhatikan/ mengutamakan kepentingan pimpinan organisasinya saja.  Masyarakat sebagai pengguna seperti tidak memiliki kemampuan apapun untuk berkreasi, suka tidak suka, mau tidak mau, mereka harus tunduk kepada pengelolahnya. Seharusnya pelayanan publik dikelola dengan paradigma yang bersifat sportif dimana lebih memfokuskaan diri kepada kepentingan masyarakatnya, pengelolaan pelayanan harus mampu bersikap menjadi pelayan yang sadar untuk melayani dan bukan  dilayani.

B. Model Pengelolaan Organisasi Pelayanan Publik


Model pengelolaan organisasi publik ini dimaksudkan untuk memberdayakan lembaga pelayanan publik sehingga dapat mengoptimalkan fungsi pelayanan publik sesuai dengan perkembangan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk lebih jelasnya maka pengelolaan organisasi pelayanan publik sebagaimana gambar di bawah ini :

Model pengeloaan Organisasi Pelayanan Publik


[image: image1]



Dengan melihat model pengelolaan organisasi pelayanan publik ini, ada beberapa aspek yang dianggap sanagat memiliki dampak langsung terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu :

B.1. Aspek Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan proses berorientasi kepada manusia dan dapat diukur dan pengaruhnya terhadap perilaku organisasi dan masyarakat yang dihadapinya. Dengan kata lain, dalam tataran ini, aktivitas kepemimpinan sangat penting artinya terhadap motivasi orang lain, hubungan antara individu dan interaksi sosial, komunikasi interpersonal, iklim dalam organisasi, konflik interpersonal, perkembangan personil dan mengantisipasi produktivitas sumber daya manusia aparatur.

B.2.
Aspek Sistem Kelembagaan

a. Aspek Sumber Daya manusia (SDM)


Ketersediaan sumber daya yang memadai dan potensi dipandang sebagai faktor yang signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Aspek sumber daya yang dimaksudkan adalah meliputi sumber daya keuangan, SDM aparatur, teknologi dan aspek prasarana dan saran fisik lainnya. Secara umum, kelemahan pelayanan publik selama ini lebih dikarenakan oleh maslah keterbatasan kemampuan finansial dan sarana dan prasarana fisik. Kelemahan lainnya adalah kemampuan dan kopentensi SDM aparatur yang terlibat langsung kepada kepada pemberian pelayanan, dimana rata-rata sumber daya manusia Aparatur di daerah belum mahir dan menggunakan dan mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin cepat berkambang.

b. Aspek Partisipasi Masyarakat


Dalam konteks partisipaasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, komunikasi yang efektif antara masyarakat dengan pemerintah menjadi penting terutama berkaitan dengan arah pelayanan yang berorientasi  kepada pelanggan  di  mana kepentingan, keinginan, harapan dan tuntutan masyarakat menjadi sandaran utamanya.Possisi masyarakat dalam tataran ini dipandang sebagai subyek yang harus dilayani  dan dipuaskan. Karenanya, ketika berbicara mengenai kualitas pelayanan yang diberikan maka hal itu akan sejajar dengan tingkat kepuasan masyarakat sebagai pelanggannya. Dalam melakukan pelayanan yang baik, seorang pelayan harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik terhadap yang dilayanninya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan komunikasi dengan orang lain, yaitu: (1) komunikator dan komunikan harus sama-sama berpola pikir positif yang didasarkan pada pola pikir yang swhat dan logis, (2) komunikator dan komunikan harus mampu menempatkan diri pada kondisi yang tepat pada saat melakukan komunikasi atau komunikator harus mampu menempatkan komunikan  pada posisi yang bebas dan manusiawi, (3) komunikator harus mampu menampilkan  sikap yang santun dan memberikan kesempatan terhadap komunikan untuk memahami isi pesan sampai dengan memberikan umpan balik, dan (4) kemampuan memilih dan menggunakan bahsan yang sederhana dan gampang dimengerti oleh komunikan. Dalam konteks ini, yang harus lebih ditonjolkan oleh pemerintah adalah peran motivator, yaitu peran menggerakkan masyarakat atau mobilisasi mayarakat untuk mau berpartisipasi dalam menyukseskan atau memperlancar jalannya pelayanan.

C. Model Siklus Layanan (Moment Of Truth)


Dalam pola ini, masing-masing instansi/unit terkait tetap melaksanakan kewenangan dan tugas-tugasnya, serta dapat dapat menempatkan petugasnya pada tempat tersebut. Akan tetapi agar proses keseluruhan pelayanan dapat berjalan sinergi, maka kegiatan pelayanan dan masing-masing instansi/ unit terkait diatur dalam dalam suatu prosedur dan terkoordinir dalam mekanisme tata urutan kerja yang tertentu pada satu lokasi/tempat di bawah satu atap tersebut. Teknis pelaksanaan dengan pola pelayanan umum satu atap, dapat dilakukan, antara lain :

1. Menyiapkan tempat/gedung untuk ditempati secara bersama oleh unit kerja/instansi terkait. Masing-masing instansi membuka meja/loket dan menempatkan petugasnya sesuai yang ditentukan dalam satu tempat/lokasi tersebut, serta menjalankan tugas dan fungsinya sendiri.

2. Sesuai dengan mekanisme urutan kegiatan penyelesaian pelayanan yang ditentukan, maka masyarakat (pemohon pelayanan) cukup mendatangi da menyelesaikan urusannya langsung pada loket/petugas  pada unit kerja/instansi terkait tersebut.

3. Untuk mendukung kelancaran pertanyaan, maka proses pelayanan yang diberkaitan dengan masing-masing loket/meja dan unit/instansi terkait tersebut, harus dilengkapi atau disediakan informasi yang lengkap menyangkut urutan kegiatan, persyaratan, dan biaya pelayan secara jelas dan terbuka ddalam atu lokasi tersebut.

D. Model Standar Pelayanan Umum


Dalam hal  untuk menggali pandangan masyarakat terhadap mutu pelayanan yanag diberikan harus didasarkan pada beberapa kategori, aspek-aspek yang dijadikan dasar pengukuran meliputi beberapa unsur, di antaranya: Pertama, tangibility, yaitu berupa kualitas pelayanan yang dilihat dari sarana fisik yang kasat mata, dengan indikator-indikatornya yang memiliki sarana parkir, ruang tunggu, jumlah pegawai, media informasi pengurusan, media informasi keluhan, dan jarak tempat layanan; Kedua, reability, yaitu kualitas pelayanan yanag dilihat dari sisi kemampuan dan kehandalan dalam menyediakan layanan yang terpercaya, meliputi proses waktu penyelesaian layanan dn proses waktu pelayanan keluhan; Ketiga, bertitik tolak dari kemampuan dan kehandalan yang  dipunyai, untuk selanjutnya indikator kualitas pelayanan harus ditunjang dari sisi responsiveness-nya, yaitu kualitas pelayanan yang dilihat dari sisi kesanggupan untuk membantu dana menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen; Keempat adalah assurence, yaitu kualitas pelayanan yang dilihat dari sisi kemampuan petugas dalam meyakinkan kepercayaan masyarakat. Adapun indikatornya adalah dengan adanya kejelasan mengenai mekanisme layanan dan kejelasan mengenai tarif layanan; Kelima, emphaty, yaitu pelayanan yang diberikan berupa sikap tegas tetapi penuh perhatian terhadap masyarakat (konsumen). Dalam konteks ini, indikator yang dilihat adalah adanya sopan santun petugas selama pelayanan berlangsung dan bantuan khusus dari petugas selama proses pelayanan berlangsung

III. PENUTUP
Untuk meningkatkanpengelolaan pelayanan publik yang berkualitas pemerintah sebaiknya merubah paradigma berpikir dan bertindak yang ada di birokrasi dari paradigma di layani, pangreh praja, memerintah dan menguasai menjadi paradigma  melayani, pelayan masyarakat, memfasilitasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelayanan publik.

Memperkuat kewenangan lembaga/unit pelayanan sehingga dapat menjalankan koordinasi dengan instansi-instansi lainnya yang ada di daerah tersebut. Kelembagaan (unit pelayanan terpadu satu atap) difungsikan sebagai frontline dari dinas-dinas yang ada untuk menjadi satu-satunya lembaga yang  berhubungan dengan masyarakat yang memerlukan beberapa kajian.
Melibatkan masyarakat untuk secara  aktif mengawasi, mengevaluasi dan meberi masukan akan menumbuhkan suasana hubungan antara warga dengan pemberi pelayanan terbina  secara harmoni dimana sikap birokrasi menjadi lebih terbuka, jujur, transparan, serta tidak deskriminatif.
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ANALISIS KEBIJAKAN PELIBATAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE 
DI KOTA BONTANG
Ahmad Jubaidi

Abstract

Destroy its mangrove forest area of physical potency and also function its his by activity of hewing, to be made by fishery energy kindness (fishpond), settlement place, and also its wood exploiting, either through indirect and also direct sliver its bearing with governmental policy of province / government administration, institute / mangrove forest area organizer institution and also the condition of cultural and economic social of society exist in and also around mangrove forest area.

Target of this research is 1). Expressing policy forms applied by government administration Bontang relate to management of mangrove forest; 2). Expressing are various social implications in society economics and culture in around mangrove forest area which emerge from existence policy; 3). Expressing are various ecological implications in and around mangrove forest area with existence of execution policy of management mangrove forest in Bontang.

Result of research indicate that government administration Bontang peculiarly have strive the continuation of mangrove forest published of PERDA No. 7/2003 about management of mangrove forest fixed relate at previous policy higher level, but its result not yet is maximal.

From result by SWOT analysis various weakness and strength that is strength (1) Existence of various policy arranging management mangrove forest (2) Existence of governmental komitmen, various environmental observer and various other stakeholders in management [of] mangrove forest (3) Existence of biodiversity potency and (4) Existence of positive perception and participation some of society in management [of] mangrove forest. While its weakness (1) limited Human resource (2) Not yet is maximal of his observation and operation and also the straightening of law in management mangrove forest (3) Minim is source of fund and also supporter medium infrastruktur for the observation of control and in management mangrove forest.
Keyword : Policy, Mangrove
I. PENDAHULUAN

Luas hutan mangrove di Kalimantan Timur pada tahun 1983-1989 berkisar 748.850 ha (17,61 % dari luas hutan mangrove di Indonesia). Pada tahun 2002  luasnya tinggal 205.443 ha. Dengan demikian, selama kurun waktu 13 tahun, Kalimantan Timur kehilangan hutan mangrove seluas 543.417 ha (72.56%) (Bappedalda Propinsi Kaltim, 2002).  

Terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas hutan mangrove umumnya disebabkan oleh hasil interaksi  3  (tiga) faktor (Basran K, 2000)  yaitu : (1) Pertumbuhan penduduk ; (2) Penigkatan Produksi untuk memenuhi kebutuhan penduduk ; (3) Lembaga masyarakat, termasuk teknologi yang dikembangkan untuk meningkatkan produksi.

Meskipun GN-RHL/GERHAN sudah dicanangkan, akan tetapi belum menunjukkan hasil yang maksimal. Ada beberapa faktor yang memungkinkan program rehabilitasi lahan mangrove belum mencapai hasil sebagaimana diharapkan (lihat Budiningsih, dkk, 2004)  antara lain adalah: 

1. Lemahnya Sumberdaya Manusia dalam pengelolaan kelembagaan di daerah.

2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya program GN-RHL/GERHAN.

3. Kurang dan terlambatnya pencairan dana pelaksanaan program.

4. Lemahnya koordinasi dengan para stakeholders.

5. Pelaksanaan program belum sepenuhnya melibatkan masyarakat.. 

Secara khusus di Kota Bontang sejak menjadi kota otonom tahun 1999 mempunyai wilayah laut 34.977 hektar atau 70,29 persen dari luas Administratif Kota yang terdiri dari hutan mangrove 13.990 hektar, terumbu karang 8.744 hektar dan rumput laut sekitar 16 hektar. Luas Hutan mangrove tersebut, umumnya berada di Tanjung Pukung, Nyerakat, Tanjung Laut, Teluk Sekambing, Agar-agar Panjang, sekitar P.Melahing,  Karang Sengajah dan Badak-badak.

Pada tahun 2002  hutan mangrove yang ada di Kota Bontang tinggal seluas ± 7000 ha, namun yang masih utuh hanya seluas ± 4000 ha. Ini berarti seluas 3000 ha telah mengalami degradasi/kerusakan (Bappedalda Propinsi Kaltim, 2002). Untuk mengantisipasi semakin meluasnya kerusakan tersebut, program GN-RHL/GERHAN juga sudah dicanangkan, namun hasilnya belum maksimal.  Gambaran awal dilapangan, dan berbagai informasi yang dihimpun mengenai pelaksanaan rehabilitasi lahan mangrove di Kalimantan Timur dan secara khusus di Bontang, sosialisasi program kurang kepada masyarakat, koordinasi antar instansi terkait juga kurang, serta pelibatan berbagai stakeholders, khususnya masyarakat di dalam dan sekitar hutan mangrove masih sangat minim.  Jika hal ini terus berlangsung, maka upaya pengelolaan hutan mangrove yang telah dicanangkan secara nasional akan mengalami kendala. Implikasinya kemudian adalah akan berdampak secara sosio-ekonomi dan ekologis.
II. PERMASALAHAN

Fenomena ini menggambarkan bahwa aspek kebijakan pengelolaan hutan mangrove di Kota Bontang  belum mampu mendukung kebijakan “Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan” (GR-RHL/GERHAN). Persoalan selanjutnya adalah, bagaimana kebijakan pengelolaan hutan mangrove di Kota Bontang dan bagaimana  implikasi sosial-ekonomi dan ekologis yang ditimbulkannya ?.

III. LANDASAN TEORI

A. Aspek Hukum Kehutanan Di Indonesia

Pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan dalam hukum kehutanan, tidak dapat terlepas dari tingkat pemahaman dan kesadaran hukum setiap orang dalam masyarakat secara keseluruhan. Secara sederhana, hukum kehutanan dipahami sebagai kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan (Salim, 1997).

Menurut Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan (1990) dalam Dephut (1992). Hukum kehutanan adalah “ kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkut paut dengan hutan dan pengurusannya”. Hukum kehutanan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk itu mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Hukum kehutanan tidak tertulis atau juga disebut hukum adat mengenai hutan adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat (bersifat lokal).

Hal terkait lainnya, tata tertib dalam masyarakat akan tetap terpelihara apabila kaidah-kaidah hukum ditaati, meskipun dalam kenyataannya tidak semua orang bersedia mentaati kaidah-kaidah hukum. Agar peraturan yang hidup dalam masyarakat dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan itu harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan kata lain, hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa (Kansil, 1989; Pamulardi, 1994).

Berdasarkan hal tersebut di atas, apabila aturan-aturan mengenai hutan dan hal-hal bersangkut paut dengan kehutanan ingin dihormati dan ditaati oleh masyarakat, maka perlu diupayakan : (1) Hukum kehutanan yang mempunyai sifat memaksa, dan (2) Adanya perintah dan/atau larangan yang berlaku tegas terhadap pelarangannya (law enforcement).

B. Kebijakan.

Menurut konsep demokrasi modern, kebijakan tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik (public opinion) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan (tercermin) dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Setiap kebijaksanaan harus selalu berorientasi pada kepentingan publik (public interest).

Kebijaksanaan (policy) diberi arti yang bermacam-macam. Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan  dikutip M. Irfan Islamy (1997), memberi arti” kebijaksanaan sebagai suatu program pencapaian tujuan , nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.”

Chief J.O dikutip Solichin  Abdul Wahab (1984) mengemukakan kebijaksanaan sebagai ”suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah  atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan  yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat.”

Dari beberapa pengertian kebijaksanaan sebagaimana  telah dipaparkan sebelumnya, serta mengikuti paham bahwa kebijaksanaan itu harus mengabdi pada kepentingan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan itu adalah “ serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.”

Pengertian kebijaksanaan tersebut di atas mempunyai implikasi sebagai berikut :

1. Bahwa kebijaksanaan itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.

2. Bahwa kebijaksanaan itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanankan dalam bentuknya yang nyata.

3. Bahwa kebijaksanaan baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.

4. Bahwa kebijaksanaan itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

C. Partisipasi masyarakat.

Istilah partisipasi pada prinsipnya mempunyai makna dan konotasi yang sama dengan peran serta yaitu, mengambil bagian atau peranan di dalamnya, hanya saja bedanya adalah bahwa peran serta mempunyai istilah yang berasal dari bahasa Indonesia, sedangkan partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu participation, karena itu dalam tulisan partisipasi atau peran serta dipandang sama (Wiyono, 1994 : 20). Partisipasi biasanya disinonimkan dengan peran serta (Barnabas 1980 : 28).

IV. METODOLOGI

A. Jenis Data


Jenis data yang dikumpulkan berupa : data tentang kebijakan Pemerintah/Pemerintah Kota yang berkaitan dengan pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove, dan data kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat di  dalam/sekitar dan di luar Kawasan Hutan Mangrove dengan sample 10 % dari jumlah kepala keluarga yang ada di desa penelitian, dan data kondisi ekologis/fisik hutan mangrove yang meliputi data primer dan data sekunder sebagai berikut : (a).Data Kebijakan dan Kelembagaan ; (2) b.DataSosialEkonomi dan Budaya Masyarakat

B. Metode Pengumpulan Data.


Data dikumpulkan dengan cara melakukan inventarisasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove seperti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Keputusan Dirjen, Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Laporan-laporan kegiatan serta laporan hasil penelitian yang relevan maupun wawancara langsung kepada Lembaga Pengelola dan Instansi Terkait.

          Data dikumpul dengan cara melakukan observasi dan wawancara kepada key informan dan atau informan dengan cara menentukan secara langsung. Adapun informan dimaksud terdiri dari : Kepala Desa, Kepala Adat, Tokoh Agama, Ketua RT, Kelompok Tani, Guru dan Masyarakat Umum (petani/pedagang dan lain-lain), LSM dan pihak pemerintah/instansi terkait.

C. Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data aspek Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Kota dan aspek Kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove, yaitu menggunakan instrumen Analisis SWOT (Strength/ kekuatan, Weakness/kelemahan, Oportunities/peluang, Threats/ ancaman), untuk memperoleh gambaran tentang sejauh mana aspek tersebut berpengaruh dalam pengelolaan hutan mangrove berbasis pemberdayaan masyarakat.


Sedangkan analisis ekonomi dan sosial budaya dalam penelitian ini, model analisis data yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif.  Instrumen pengumpulan data menggunakan wawancara dan pengamatan, termasuk juga data tertulis yang berkaitan dengan rumusan permasalahan. 
V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara khusus lokasi penelitian dilakukan di kecamatan Bontang Utara kelurahan Bontang Kuala dengan luas wilayah 576 Ha yang berbatasan dengan, sebelah Utara Kelurahan Lok Tuan; sebelah Timur Selat Makassar, sebelah Selatan Kelurahan Tanjung Laut, dan Sebelah Barat Kelurahan Bontang Baru 

Dari luas wilayah tersebut, dihuni oleh penduduk sebanyak 598 kepala keluarga yang berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebanyak 1.353 jiwa dan perempuan 1.156 jiwa. Adapun tingkat pendidikan terbayak tidak tamat sekolah dasar yaitu sebanyak 959 jiwa, menyusul tingkat pendidikan tamat SMU/SLP sebanyak 656 sedangkan sisanya sebanyak 394 jiwa lulusan Sarjana, Sarjana muda, dan SD. 

Mata pencaharian sebagai nelayan dan petani tambak menempati angka tertinggi yaitu 667 orang atau 26,58 %. Dari aspek tata guna tanah, seluas 100 Ha untuk empang dan 215 ha untuk pemukiman/perumahan.

A. Rehabilitasi Hutan Mangrove Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

Kota Bontang secara khusus dalam kaitan penerapan/ pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan mangrove yang berbasis masyarakat jika dilihat secara keseluruhan, masih sangat minim. Jika mengacu pada analisa SWOT yang telah dilakukan sebelumnya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

a. Meskipun kebijakan peraturan /Undang-undang yang ada sudah berpihak pada masyarakat, akan tetapi sumberdaya manusia yang ada, terutama dalam penerapan peraturan tersebut masih sangat lemah/ minim.

b. Undang-undang atau peraturan yang ada tidak didukung oleh pengawasan dan kontrol yang kuat, termasuk penegakan hukum yang lemah.

c. Minimnya sumber dana.

d. Terbatasnya sarana pendukung lainnya dalam pelaksanaan tugas tugas pengawasan/kontroling.

e. Masih sebagian besar masyarakat mempersepsikan hutan mangrove sebagai milik peribadi, sehingga kapan saja dapat digunakan untuk kepentingan peribadi pula.  Termasuk mengkonversi menjadi lahan perumahan dan perikanan (tambak).

f. Adanya kebijakan pemerintah daerah propinsi yang memberikan ijin pembukaan kawasan industri.

g. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga pemahaman akan pentingnya hutan mangrove secara ekonomis, ekologis dan sosial juga minim.

h. Adanya rencana pengembangan willayah Kota Bontang yang mengarah kelokasi habitat/ekosistem mangrove.


Disadari sepenuhnya bahwa kelemahan atau ancaman akan kelestarian hutan mangrove sebagaimana disebutkan diatas akan berdampak luas sekiranya tidak dilakukan berbagai upaya proteksi atau preventif.  Karenanya, apa yang menjadi kekuatan dan peluang dalam pelestarian/pengelolaan hutan mangrove, yang secara khusus berbasis pemberdayaan masyarakt perlu dikembangkan, dengan strategi-strtegi tertentu.  Dari kekuatan dan peluang yang ada misalnya :

a. Adanya kebijakan  pemerintah yang secara khusus megatur hutan mangrove.

b. Adanya potensi biodiversity hutan mangrove.

c. Masih adanya persepsi positif sebagian masyarakat  pentingnya keberadaan hutan mangrove.

d. Adanya komitmen lembaga konservasi (Nasional dan Internasional) yang peduli pada hutan mangrove untuk memberikan bantun dana dalam pengelolaan dan pelestariannya.

e. Dan adanya kebijakan OTDA (Otonomi Daerah) yang memungkinkan untuk melakukan pengelolaan hutan mangrove secara mandiri.


Perlu melakukan berbagai strategi khusus, misalnya mengoptimalisasi kebijakan dan komitmen berbagai stakeholder, dan meningkatkan sumberdaya manusia serta sumberdana dalam pengelolaan hutan mangrove.

A. Dampak Sosial, Budaya dan Ekonomi Kebijakan Pengelolaa Hutan Mangrove di Bontang.

Pada umumnya masyarakat yang ada di daerah pesisir dalam wilayah Kota Bontang adalah Etnis Bugis. Secara umum mereka sebagai nelayan tambak, juga sebagian sebagai pegawai negeri. Masyarakat nelayan, khususnya nelayan tambak dan juga nelayan tangkap, keberadaan mangrove sangat mendukung aktivitas ekonomi mereka. Namun demikian, aktivitas mereka sudah mulai terbatas dengan adanya pelarangan penebangan/pemanfaatan lahan mangrove secara besar-besaran, sebagai salah satu upaya pelestarian hutan mangrove .

Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat disekitar kawasan hutan mangrove belum sepenuhnya mendukung pengelolaan hutan secara lestari, terutama dalam hal pendidikan, pengetahuan , kesadaran konservasi, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, modal kerja dan sarana produksi.  

Peran aktif masyarakat berkaitan erat dengan kemampuan dan kualitas organisasi sosial dan kemasyarakatan yang berkecimpung dalam pengembangan daerah pantai serta tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang keberadaan hutan mangrove  (Sasmuko,A.A 2001). Interaksi ketiga komponen tersebut dapat digambarkan 


  Aparatur Pemerintah


Peraturan Perundangan


Pemanfaatan dan Pelestarian


                                    Manfaat Langsung dan tidak Langsung

Gambar 2.

 Interaksi Potensi Sumber daya Hutan Mangrove, Masyarakat disekitar hutan mangrove, dan Aparatur pemerintah 

Berdasarkan diagram diatas terlihat bahwa pengelolaan hutan mangrove, masyarakat sebagai komponen yang memanfaatkan sumber daya hutan mangrove memperoleh arahan dari aparatur pemerintah dengan berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku, sehingga kelestarian hutan dapat tercapai. Selain itu, relasi antara ketiga komponen pada diagram tersebut bukanlah relasi yang statis, tapi relasi yang dinamis. Artinya, dalam kebijakan pengelolaan hutan mangrove dengan pelibatan masyarakat harus lebih proaktif ke arah pemberdayaan masyarakat setempat. Sebagaimana dikemukakan oleh Hidayati (1999) bahwa salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam pengelolaan hutan mangrove yang berbasiskan masyarakat adalah melalalui “pemberdayaan masyarakat”. Dalam hal ini, ada lima unsur yang perlu diperhatikan, antara lain: (1) meningkatkan kesejahteraan  masyarakat, yaitu dengan memberikan alternatif usaha yang secara ekonomi menguntungkan dan secara ekologi ramah lingkungan; (2) memberikan akses kepada masyarakat, berupa informasi, akses terhadap harga dan pasar,  akses terhadap pengawasan, penegakan dan perlindungan hukum, serta akses terhadap sarana dan prasarana pendukung lainnya ; (3) menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam arti dan nilai sumberdaya ekosistem sehingga pelestarian sangat diperlukan; (4) menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga, mengelola dan melestarikan t/ekosistem dan ; (5) menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan melestarikan sumberdaya ekosistem. 
Pengelolaan hutan mangrove secara umum dan khususnya di Kota Bontang pada prinsipnya sudah mengikuti berbagai pola kebijakan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian hasilnya belum maksimal karena banyak mengalami kendala. Baik kendala dari masyarakat, maupun dari berbagai kebijakan pemerintah daerah/instansi tertentu yang cenderung tidak terkoordinasi. 

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan Hutan Mangrove sudah ada, hanya saja belum sepenuhya dapat diimplementasikan dalam  bentuk sosialisasi secara luas melalui proses partisipatif.

2. Masih sebagian masyarakat di Desa Bontang Kuala yang bermata pencaharaian nelayan dan petani tambak  mengharapkan dan menganggap keberadaan Hutan Mangrove sangat penting dan perlu dilestarikan.

3. Semakin berkurangnya fungsi dan potensi hutan mangrove, baik potensi biofisik maupun fungsi hidrologinya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Rendahnya pengetahuan masyarakat desa tentang fungsi hutan mangrove. Hal ini disebabkan oleh kurang intensifnya kegiatan penyuluhan atau sosialisasi dari dinas instansi terkait.

b. Adanya kecenderungan oknum-oknum masyarakat desa setempat, maupun dari luar untuk terlibat dalam kegiatan penebangan pada kawasan hutan mangrove untuk  berbagai kepentingan. Misalnya untuk budidaya tambak udang, pembangunan perumahan dan penguasaan lahan. Hal ini disebabkan oleh adanya iming-iming dari pemilik modal untuk mendapat  keuntungan besar.

c. Kurang intensif dan maksimalnya kegiatan pengawasan dan pengendalian dari instansi terkait.

d. Lemahnya penegakan hukum (Law Inforcement) yang diakibatkan oleh tidak adanya komitmen dan persepsi yang sama dengan unsure terkait.

e. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan mangrove terbatas pada kegiatan penanaman dengan mendapatkan upah kerja, dan belum merasa memiliki sehingga merekapun tidak ikut serta dalam memelihara/menjaganya.

4. Berdasarkan hasil analisi SWOT  yang telah dilakukan, untuk mewujudkan strategi pengelolaan Kawasn Hutan Mangrove, diperoleh strategi prioritas untuk meminimalkan/mengatasi kegiatan perambahan  mangrove, adalah: 

a. Optimalisasi kebijakan dan Komitmen Pemerintah serta Lembaga Konservasi dalam upaya pengelolaan kawasan hutan mangrove (Kebijakan)

b. Peningkatan sumberdaya manusia (SDM), sarana dan prasarana, pengawasan dan pengendalian, serta penegakan hukum (Lembaga Pengelola)

c. Peningkatn pengetahuan  dan pendapatan masyarakat di dalam / sekitar kawasan hutan mangrove (Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat).

B. Saran-Saran

1. Untuk memaksimalkan Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove, sangat diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat sekitar kawasan hutan mangrove. Oleh sebab itu, kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang secara terus menerus merupakan bentuk dan metode yang tepat bagi masyarakat yang memiliki persepsi negatif dan pengetahuan yang minim tentang mangrove.

2. Peranan pimpinan formal maupun informal yang ada di desa (Kepala Desa, Tokoh masyarakat, Kelompok Tani, dan lain-lain), perlu diberdayakan, terutama dalam memobilisasi warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan hutan mangrove.

3. Untuk menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi pada kawasan hutan mangrove, perlu pelibatan masyarakat secara utuh sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

4. Pengelolaan hutan mangrove perlu dikembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholders (terutama instansi teknis, Lembaga Masyarakat, Kelompok Tani, akademisi, maupun lembaga donor dalam/luar negeri yang konsen terhadap kelestarian lingkungan (misalnya WWF, TNC, CIFOR dan lain-lainnya).

5. Perlu dikembangkan komitmen dan konsistensi bersama seluruh unsur terkait dalam  upaya pengelolaan, pengamanan, dan pelestarian hutan mangrove serta penegakan hukum yang konsisiten dan konsekwen.
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MERANCANG KAMPANYE PEMILU

Hairunnisa

Abstrak
Pemilu merupakan bagian tak terpisahkan dari demokrasi, karena pada saat itulah rakyat berkesempatan mencurahkan segala aspirasinya kepada para kandidat/politisi dalam rangka membangun bangsa. Dalam kampanye, masalah program mestinya mendapat perhatian serius kandidat karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Program yang dimaksud adalah program kandidat yang akan ditawarkan kepada konstituen dan akan diperjuangkan pada saat kandidat terpilih. Pemilihan umum di Indonesia, khususnya pemilu presiden yang menggunakan sistem baru dapat dikatakan proses pembelajaran bagi kandidat, rakyat dan pemerintah, salah satunya melakukan debat antar kandidat di televisi. Tujuannya adalah pembelajaran proses demokrasi politik yang terbuka. Perancang acara yang tergabung dalam tim sukses/manajemen kampanye harus merancang acara tersebut dengan memperhatikan waktu, tempat, materi kampanye dan metode kampanye (monolog/dialog/diskusi) serta sifat kampanye tertutup, terbatas, terbuka atau massal). Tim kampanye perlu memperhatikan segmentasi dari khalayak/sasaran. Keragaman mereka dalam berbagai hal menuntut pendekatan yang beragam pula. Sebuah kontestan politik harus menciptakan gaya dan standar komunikasi melalui simbol-simbol, acara dan retorika.
Keyword : Kampanye
I. PENDAHULUAN

Di negara demokrasi, pemilu merupakan aktivitas periodik yang diatur dalam konstitusi atau Undang-undang Dasar. Pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi, karena pada saat itulah rakyat berkesempatan mencurahkan segala aspirasisnya kepada para kandidat/politisi dalam rangka membangun bangsa.

 
Dalam setiap pemilu,tentu ada kampanye dan setiap kampanye pasti melibatkan sejumlah orang. Roger and Storey dalam Venus (2004) mengemukakan bahwa kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Para kandidat/politisi berkampanye untuk mempengaruhi massa dan meraih dukungan massa sebanyak-banyaknya, dalam pemilu parlemen ataupun pemilu eksekutif seperti presiden, gubernur, bupati atau walikota.


Kampanye itu penting agar kandidat/politisi bisa dikenal oleh rakyat/konstituen, sehingga pada saat berlansungnya pemilu, kandidat tadi mendapat dukungan riil massa yang dibuktikan dengan jumlah suara yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai anggota parlemen. Para kandidat/politisi berkampanye karena termotivasi oleh berbagai kepentingan sehingga apabila masuk dalam sistem dirinya memiliki keleluasaan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat sekaligus menyalurkan ambisi dirinya sejalan dengan keinginan para pendukungnya. 


Bagi orang yang telah dikenal luas, kampanye merupakan pengenalan lanjutan. Berbeda dengan yang baru dikenal yang harus mengawali dari bawah dengan ekstra energi. Dalam kampanye masalah program akan menjadi perhatian kandidat karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini para politisi akan senantiasa membaca situasi dan kondisi masyarakat pemilih agar programnya diterima. Tidak heran apabila para kandidat politisi akan sangat hati-hati dalam membuat program. Boleh jadi dalam kampanye seorang kandidat dengan tidak ragu mengoreksi program pesaingnya, disamping menawarkan program baru yang lebih menjanjikan dan rasional.


Masyarakat Amerika Serikat yang relatif memiliki kesadaran politik yang tingi turut meramaikan suasana pada saat kampanye. Saat itu adalah saat yang paling menentukan bagi kandidat. Kandidat benar-benar diuji kemampuannya mulai penampilan, gaya bicara, hingga materi program. Kandidat yang tidak mampu meyakinkan massa pemilih dan para pendukungnya atau kandidat terkena tuduhan skandal/kasus amoral, reputasinya akan mengalami penurunan di mata massa pemilih.


Kampanye merupakan ajang adu kekuatan pengaruh, pengenalan diri dan adu program. Kandidat yang mampu menawarkan program menarik dan menjanjikan cenderung mendapat dukungan massa selama massa berlandaskan pada program. Juru kampanye tidak mengumbar janji yang berlebihan, tapi berusaha menyampaikan sesuatu dibarengi dengan empati kandidat terhadap konstituen.

II. PEMBAHASAN

A. Persiapan Kampanye

Baik pada kampenye parlemen maupun kampanye presiden, para kandidat mempersiapkan diri sejak awal agar kegiatan ini berlansung dengan tertib. Para politisi yang terlibat pada kegiatan ini sibuk mencari relasi, menggali referensi dan membuat anggaran sesuai dengan kebutuhan. Para kandidat yang memiliki daya dukung kuat dari berbagai sisi tidak terlalu kuat dari berbagai sisi tidak terlalu sulit untuk melakukannya karena kegiatan ini telah terkalkulasi dengan baik termasuk resiko jika tidak terpilih.


Di Amerika Serikat, para politisi yang menjadi kandidat parlemen atau presiden, biasanya adalah para tokoh dan kaum pluktorat yang awalnya telah dikenal masyarakat dan memiliki pengetahuan politik yang cukup. Sementara di Indonesia, para kandidat parlemen umumnya orang biasa yang cukup termotivasi oleh kemauan yang besar dengan modal keberanian dan falsafah “bagaimana nanti”.


Ketika masa kampanye dating para tim kreatif acara disibukkan dengan acara-acara kampanye dengan memperhatikan waktu, tempat, materi kampanye dan metode kampanye (monolog/diskusi/dialog) serta sifat kampanye (tertutup/terbatas, terbuka/massal).


Para perancang acara mengatur dan memanfaatkan para politisi yang berpengalaman, jurkam, kader, manajer kampanye, konsultan, spesialis poling opini publik, perancang iklan, pelatih pidato, periset unggul dan pemikir/konseptor pesan yang andal untuk ikut terlibat dalam kampanye. Dengan demikian perancang acara tidak parsial yang hanya mengatur acara di panggung pada saat acara tertentu, tetapi merancang acara secara lengkap dengan menyertakan segala perangkat yang relevan.


Tidak semua rancangan yang dibuat sempurna dan dapat dipraktikan dalam kampanye. Apa yang disampaikan dalam kampanye merupakan pengembangan dan penyesuaian dengan situasi dan kondisi di lapangan. Di sinilah para perancang dituntut keterampilan dalam menempatkan jurkam dan manajer kampanye serta orang-orang yang terlibatdi dalamnya.


Program kampanye tersebut adalah program kandidat yang ditawarkan pada konstituen, dana akan di perjuangkan pada saat kandidat terpilih. Pokok-pokok program ini disampaikan pada khalayak pada saat kampanye berlansung. Program ini antara lain meliputi pendidikan, pemulihan ekonomi,peluang kesempatan kerja, sekuriti, reformasi kepemilikan tanah dan reformasi segala Undang-undang atau peraturan yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan hubungan luar negeri. Kandidat bersama tim kampanye membuat program secara komprehensif, tapi yang disampaikan dalam kampanye adalah pokok-pokok program berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan  skala prioritas. 


Program kampanye adalah bekal dan pegangan kandidat . Karena itu program harus jelas dan mudah dijangkau oleh konstituen. Program yang dibuat berlebihan atau sebaliknya merupakan suatu indikasi tidak pahamnya kandidat terhadap situasi. Kandidat yang teliti akan mencermati program yang dilakukan kandidat terdahulu yang mungkin sebagian tertuang dalam GBHN atau yang serupa dengan itu. Di negara maju seperti Amerika Serikat para kandidat merasa wajib untuk mengetahui dan memahami program terdahulu. Di Indonesia para kandidat biasanya mengetahui setelah yang bersangkutan masuk dalam sistem. Pemaparan pogram di Amerika Serikat mutlak, dan hal ini akan berpengaruh pada pemilih karena pemilih di sana akan mencermati subtansi dan aplikasi program utama pada penampilan kandidat ketika berkampanye. Persoalan progam adalah program rakyat, sementara di Indonesia persoalan program seolah-olah menjadi persoalan anggota parlemen dan pejabat negara lainnya, karena pada saat kampanye (terbuka/massal) unsur hiburan cukup menonjol. Rakyat lebih suka pada hiburan daripada mencermati program atau rakyat lebih suka jika pengisi acaranya adalah idola mereka.

B. Merancang Pesan 

Pesan-pesan informatif dan persuasif dirancang sedemikian rupa agar mudah terkomunikasikan kepada khalayak. Pesan itu bisa tergambar dalam tema/slogan/isu atau ide-ide kreatif yang dapat disampaikan dalam pidato kampanye, diskusi, bakti sosial, dan kunjungan-kunjungan kandidat.
Para perancang pesan dihadapkan pada berbagai persoalan mengenai bahan apa yang terbaik disampaikan kepada khalayak, apakah bahan itu actual, marketable, dan sesuai dengan keinginan masyarakat? Pesan-pesan singkat, padat, supel, fleksibel, dan mudah dicerna, umumnya merupakan pilihan para perancang pesan. Dalam pekerjaannya, para perancang melibatkan konsultan ahli dan lembaga yang bisa diajak kerjasama (mitra kerja). Demikian pula dalam sosialisasi, para perancang juga melibatkan media dan media massa agar penyebarannya meluas dan merata sampai kepada khalayak di pelosok.

Dalam political marketing, disebutkan bahwa penyajian pesan (yang merupakan olahan para perancang tadi) itu terkait dengan presentasi, dalam arti presentasi itu bukan hanya cara untuk menyampaikan pesan, tetapi juga merupakan produk politik. Presentasi itu sama pentingnya dengan subtansi politik. Karena itu, presentasi yang efektif harus dilakukan dengan memanfaatkan konteks simbolis tertentu agar produk yang disampaikan dapat menarik perhatian, mudah dipahami, dan mengandung muatan emosi (Nursal, 2004).
Buttler dan Callins masih (dalam Nursal, 2004) mengemukakan bahwa sebuah kontestan politik harus menciptakan gaya dan standar komunikasi melalui simbol-simbol, acara, dan retorika. Gaya itu dapat dipahami oleh khalayak yang lebih luas bukan hanya oleh para politisi elit.
Standar gaya dan symbol komunikasi bisa menjadi perhatian dan acuan berbagai pihak terkait, baik pro dan kontra. Karena itu, perancang pesan dituntut untuk bisa membuat pesan terbaiknya. Bahan-bahan dialog/diskusi dengan pidato tidak bisa disamakan. Misalnya, untuk bahan pidato tidak cukup hanya mengandalkan subtansinya, tetapi pilihan kata, nada dan irama pengucapan, pancaran emosi, dan bahasa tubuh akan turut menentukan kredibilitas kandidat. Keberhasilan Kennedy, Clinton, SBY, dan Megawati tidak dapat dipisahkan dari konteks simbolis dan emotif.

Secara umum, konteks simbolis presentasi meliputi symbol-simbol linguistik, optik, akustik, ruang dan waktu (Nursal, 2004). Symbol linguistik. ini terkait dengan isu. Artinya isu yang dimunculkan menggunakan bahasa-bahasa yang konkret, jelas dan mudah dipahami. Symbol linguistik yang efektif akan menghasilkan narasi yang besar. Megawati dengan “Moncong Putihnya”, dan Partai Keadilan Sejahtera dengan “Bersih dan Pedulinya” memicu imajinasi masyarakat mengena potret perilaku mereka selama kampanye.
Simbol optik, Schweiger dan Adami (Nursal, 2004) mengemukakan bahwa presentasi yang efektif tidak cukup dengan kata-kata, melainkan juga gambar, karena gambar : (1) dapat dicamkan dan tersimpan lebih dahulu dibandingkan dengan kata-kata ; (2) merupakan alat aktivasi atau stimulus informasi yang lebih cepat dibandingkan dengan teks ; (3) lebih mudah diingat ; dan (4) dapat digunakan untuk menciptaka citra positif.

Symbol akustik, para perancang pesan mengatur pesan-pesan politik dengan memperhatikan nada, irama, dan warna bunyi, karena simbol ini memiliki muatan emosi dari subtansi pesan yang disampaikan. Kualitas retorika kandidat merupakan suatu hal yang tidak boleh terabaikan. Demikian pula musik, jingle, dan iklan politik dapat menyertai kegiatan kampanye. Kandidat yang tidak dapat mengatur suara, tergesa-gesa, terlalu emosi/mudah tersinggung, tidak akan dipahami konstituen, karena segala apa disampaikannya menjadi ngawur, kehilangan makna.
Symbol ruang dan waktu, Para perancang pesan menyusun pesan kampanye berdasarkan keadaan tempat dan waktu yang tepat. Seorang kandidat pidato dengan bahasa politik tingkat tinggi di desa terpencil merupakan tindakan yang sia-sia, sama kandidat yang presentasi mengenai strategi politik dihadapkan para tokoh atau cendekiawan dengan substansi bahasan yang amat pragmatis plus bahasa praktis akan menimbulkan kesan terbatasnya kualitas (keberanian dan pengetahuan politik) kandidat.
Dengan demikian, keadaan lokasi dan pemilihan waktu yang tepat sangat penting diperhatikan agar substansi materi terkomunikasi dengan baik kepada sasaran.

C. Memilih Jenis dan Model Kampanye

Larsen (dalam Venus, 2004:11) membagi jenis kampanye kedalam tiga bagian: produc oriented compaingns, candidate-oriented compaigns, dan ideologically or cause-oriented compaigns.

1. Kampanye yang berorientasi pada produk umunya terjadi di lingkungan bisnis. Motivasinya adalah keuntungan financial. Contoh: kampanye  minuman, produk telepon, dan lain-lain.

2. Kampanye yang berorientasi pada kandidat ini disebut juga kampanye politik, karena kandidat termotivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasaan. Kandidat yang didukung oleh mesin politik (partai) berupaya meraih dukungan massa agar memperoleh hasil yang memadai. Jenis kampanye ini, antara lain, kampanye pemilu nasional dan lokal atau kampanye pembentukan daerah baru.

3. Kampanye yang berorientasi ideologis disebut juga kampanye yang berorientasi pada tujuan yang bersifat khusus dan berdimensi perubahan social. Jenis kampanye inicakupannya luas, antara lain: kampanye pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Memperhatikan ketiga jenis kampanye di atas, para pihak dapat memilih dengan leluasa. Yang terkait dengan pemilu legislative dan eksekutf, jenis kedua dan ketiga tidak dapat dipisahkan, karena untuk menyusun pesan, materinya ada di jenis ketiga. 

Perkara model, seperti terungkap dalam buku Venus (2004) ada enam model pilihan yang dapatdipergunakan untuk kampanye, yakni model komponensial, model kampanye Ostergaard, model perkembangan lima tahap fungsional, model fungsi komunikatif, model kampanye Nowak dan Warneryd, dan model difusi inovasi.Pada prinsipnya, semua model dapat dijadikan acuan. Namun, mengingat ruang yang terbatas, hanya 2 (dua) model yang dapat penulis ungkapkan, yakni ; Model Perkembangan Lima Tahap Fungsional dan Model Kampanye Nowak dan Warneryd.
Model Perkembangan Lima Tahap Fungsional. Model yang dikembangkan oleh tim peneliti dan praktisi kampanye di Yale University-USA pada tahun 1960-an ini dianggap paling popular karena fleksibel. Focus perhatiannya pada tahapan kegiatan kampanye, bukan pada proses pertukaran pesan. Kelima tahapan tersebut adalah :

1. Tahap Identifikasi. Tahap ini merupakan penciptaan identitas kampanye agar mudah dikenali khalayak, seperti ; simbol, warna, lagu atau jingle, seragam uniform, dan slogan.

2. Tahap Legitimasi. Tahap ini merupakan pengakuan dukungan calon pemilih yang diberikan kepada kandidat yang biasanya dilakukan pada polling yang diselenggarakan lembaga independent. Para calon senator dan presiden di Amerika Serikat biasanya “mengikuti”polling dan belakangan di Indonesia, seperti Amin Rais, Hidayat Nurwahid, SBY, adalah kandidat yang mendapat legitimasi riil dari khalayak.

3. Tahap Partisipasi. Tahap yang merupakan dampak dari legitimasi ini adalah keterlibatan para pendukung untuk membantu menyukseskan  jagonya apakah secara riil atau simbolik. Misal, ikut menyebar pamphlet, brosur, poster, bantu dana (riil), dam dukungan statemen lembaga (simbolik).

4. Tahap Penetrasi. Pada tahap ini kandidat berusaha simpatik khalayak dengan menawarkan gagasan terbaiknya, sehingga gagasan tersebut mendapat perhatihan dari berbagai pihak. Masyarakat menyambut, media meliput, dan pemerintah proaktif memfasilitasi.

5. Tahap Distribusi. Pada tahap ini tujuan kampanye umumnya telah tercapai, dalam arti kekuasaan/jabatan politik telah diperoleh, tinggal bagaimana membuktikan janji-janji yang telah disampaikan pada saat kampanye. Janji yang telah terbukti dan terdistribusi dengan baik dapat mengancam kelangsungan karier kandidat dan partai karena merugikan masyarakat.

Model Kampanye Nowak dan Warneryd. Model ini menurut McQuail dan WindahI (dalam Venus, 2004), merupakan salah satu contoh model tradisional. Prosesnya dimulai dari tujuan dan diakhiri dengan efek. Model ini merupakan deskripsi dari bermacam-macam proses kerja kampanye yang didalamnya terdapat sifat normatif dan saran secara sistematis dalam meningkatkan efektivitas kampanye. Tujuan kampanye pada model ini tidak bersifat kaku, tetapi dapat berubah karena masing-masing elemennya saling berhubungan, meskipun kampanye sedang berlangsung.

Terdapat delapan elemen kampanye yang patut diperhatikan adalah :

1. Intended effect. Pada elemen ini, efek yang hendak dicapai harus dirumuskan dengan jelas agar penentuan elemen lainnya lebih mudah.

2. Competiting Effect (efek yang diharapkan), artinya bahwa efek yang dicapai harus communication (persaingan komunikasi). Pada elemen ini perlu diperhatikan potensi gangguan dari kampanye yang bertolak belakang.

3. Communication Object. Obyek kampanye biasanya dipusatkan pada satu hal saja karena untuk obyek yang berbeda menghendaki metode komunikasi yang berbeda pula.

4. Target Population and receiving group. Kelompok ini diklasifikasikan menurut sulit dan mudahnya mereka dijangkau. Kelompok yang suli biasanya disampaikan melalui opnion leader.

5. The Channel. Berbagai saluran dimanfaatkan dan lebih efektif apabila menggunakan saluran antar pribadi.

6. The Massage. Menyampaikan pesan sesuai denngan karakteristik mulai dari menumbuhkan kasadaran, mempengaruhi, sampai memperteguh/meyakinkan penerima pesan.

7. The Communication/sender. Dalam elemen ini bagaimana memilih komunikator yang andal dan kredibel agar berkenan di kalangan konstituen.

8. The Obteined effect. Pada kampanye tidak lupa memperhatikan efek kognitif, afektif, dan konatif.      

BIBLIOGRAFI
Kasali, Rhenald, 1998, Membidik Pasar Indonesia Segmentasi Targeting Positioning,  Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

Nimmo, Dan, 1989, Komunikasi Politik: Komunikasi Pesan, dan Media, Terjemahan Tjun Surjaman, Bandung: Remadja Karya.

Nursal, Adman, 2004, Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Soekanto, Soerjojo, 1992, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali.

Venus, Antar, 2004, Manajemen Kampanye, Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Wright, Chares R, 1988, Sosiologi Komunikasi Massa, Terjemahan Lilawati Trimo an Jalaluddin Rakhmat, Bandung: Remadja Karya.

MIGRASI PENDUDUK DAN SEKTOR INFORMAL DI PERKOTAAN

Badruddin Nasir

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terserapnya migran menjadi pekerja sektor informal. Perubahan pekerjaan terjadi sebagai respon, proses adaptasi dan tanggapan terhadap akibat faktor internal maupun faktor eksternal untuk tetap eksis di dalam kehidupan. Upaya mobilitas sosial secara vertical tidak diimbangan kesiapan kualitas migran untuk bersaing disektor formal dan kurang daya serap daerah tujuan disektor formal menyebabkan terserapnya migran disektor informal Terhadap transmigran, peralihan transmigran dari sektor pertanian kesektor informal terjadi karena kurangnya persiapan mendalam terhadap pelaksanaan transmigrasi seperti kajian kesuburan tanah, penyediaan infrastruktur, pembangunan jalan-jalan, pembangunan irigasi, dan pemasaran hasil produkasi. 
Keyword : Migrasi, Sektor Informal
I. PENDAHULUAN 
Migrasi merupakan suatu determinan yang penting dari demografi, disamping kelahiran dan kematian. Di Indonesia, secara nasional adanya gejala migrasi penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pertambahan penduduk. Akan tetapi dalam ruang lingkup regional (propinsi) dan pada unit administrasi yang lebih kecil mobilitas penduduk berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pertambahan penduduk suatu wilayah.


Dewasa ini, di Indonesia mobilitas penduduk menunjukkan gejala yang meningkat dan nyata dengan semakin berorientasi ke daerah perkotaan dari pada ke daerah pedesaan (migrasi desa-kota). Hal ini terjadi karena adanya ketimpangan pembangunan dan tidak meratanya kondisi sosial dan ekonomi antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Ditinjau dari segi terjadinya gejala mobilitas penduduk merupakan suatu reaksi terhadap kondisi dan kesempatan sosial-ekonomi di suatu daerah, sehingga orang dari daerah yang kondisi sosial ekonominya kurang, akan bergerak dan mengalir menuju ke daerah yang mempunyai kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Dengan demikian adanya gejala mobilitas penduduk yang semakin berorientasi ke suatu daerah, terutama perkotaan, ini menggambarkan dominannya pembangunan yang diselenggarakan serta banyaknya kesempatan sosial ekonomi di daerah tujuan migrasi. Adanya gejala mobilitas penduduk pedesaan yang meninggalkan daerahnya, ini merupakan gambaran rendahnya pembangunan dan kesempatan sosial ekonomi di daerah pedesaan. 

Apabila diamati, sejalan dengan keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia yang dilaksanakan sejak Pelita I, kenyataan menunjukkan terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut, nampak adanya ketimpangan antar sektor yang juga mencerminkan ketimpangan antar wilayah. Pada dasarnya ketimpangan tersebut menunjukkan sektor pertanian dan wilayah pedesaan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan sektor industri dan jasa terutama di wilayah perkotaan. Gejala ketimpangan tersebut ditandai dari laju pertumbuhan sektor pertanian, produktivitas tenaga kerja pertanian, dan investasi di sektor pertanian jauh lebih rendah dari sektor industri dan jasa diperkotaan.


Adanya gejala ketimpangan antara sektor pertanian dengan non-pertanian, tentunya juga mencerminkan adanya ketimpangan antar wilayah, yaitu wilayah pedesaan dengan perkotaan. Keadaan tersebut mengakibatkan rendahnya kegairahan berusaha di sektor pertanian dan wilayah pedesaan, sedangkan sektor non-pertanian dan wilayah perkotaan terjadi sebaliknya. Dari fenomena ini, dalam rangka mencari pendapatan dan kehidupan yang lebih baik adalah wajar apabila masyarakat pedesaan melakukan mobilitas ke daerah lain, terutama perkotaan yang merupakan basis utama aktivitas ekonomi non-pertanian. Gejala ini merupakan strategi masyarakat pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahtraan hidupnya.


Namun pada hakekatnya program transmigrasi adalah usaha pembangunan daerah pedesaan atau wilayah-wilayah baru dengan basis ekonomi produksi dalam bentuk usaha tani yang menetap, intensif dan produktif. Martono (1985), program transmigrasi tidaklah semata-mata untuk memeratakan persebaran penduduk, namun lebih berorientasi pada pengembangan potensi sumber daya alam daerah yang baru. Transmigrasi bertujuan memperluas dan memeratakan kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Karena itu program transmigrasi dilaksanakan secara terintegrasi dengan upaya meningkatkan taraf hidup transmigran dan penduduk setempat.


Selain itu, program transmigrasi berhubungan dengan pembangunan pertanian, hal itu ditegaskan dalam UU No. 2/1972, bahwa orientasi pengembangan masyarakat pemukiman transmigrasi selain ditujukan pada aspek “rural development” juga menggunakan alternatif “agro development model”. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan transmigrasi tidak hanya diukur melalui kenaikan pendapatan perkapita penduduk berdasarkan perbandingan dengan keadaan sebelumnya, melainkan juga harus diukur dari tingkat keberhasilan pembangunan pertanian di daerah tersebut.


Maka program penempatan transmigran selalu dikaitkan dengan masalah lahan pertanian, baik dari segi luas maupun tingkat kesuburan. Hal ini menunjukkan kemauan yang kuat dari pihak pemerintah untuk menjadikan transmigrasi sebagai penyangga kekuatan ekonomi agraris termasuk mempertahankan swasembada pangan. Konsekuensinya, setiap Kepala Keluarga transmigran mendapat lahan pertanian dengan kondisi yang siap tanam. Selain itu warga transmigrasi juga diberikan jatah untuk jaminan hidup selama satu tahun, serta berbagai fasilitas yang dapat menunjang kelangsungan hidup selama berada di daerah pemukiman.


Dengan demikian, apabila warga transmigrasi melakukan pekerjaan diluar sektor pertanian apalagi pada sektor informal berarti telah bertentangan dengan tujuan program transmigrasi itu sendiri. Sekalipun sektor informal mengandung segi positif, namun pandangan negatifnya lebih menonjol dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan dan keadaan penduduk kota. Untuk itu maka sektor informal selalu dianggap sebagai sektornya golongan masyarakat miskin, suatu sektor dari si miskin, oleh si miskin dan untuk si miskin ( Tjiptoherijanto, 1989 : 31 ).


Adanya fenomena alih pekerjaan oleh para transmigran akan terjadi dimanapun di Indonesia, selama program transmigrasi hanya sekedar memindahkan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain, tanpa dikaitkan dengan perencanaan wilayah secara menyeluruh, sehingga keadaan ini tidak lepas dari berbagai dampak, baik dipemukiman maupun di daerah perkotaan sebagai daerah tujuan. Sulistyo (1988 : 66) dalam penelitiannya di Kabupaten Demak menemukan bahwa banyaknya penduduk yang bermobilitas kerja ulang-alik dapat mengakibatkan meningkatnya pendapatan rumah tangga, namun proses mobilitas telah mengurangi penyediaan tenaga kerja pertanian di desa. Sedangkan di daerah tujuan, khususnya di daerah perkotaan pekerja sektor informal selalu dianggap bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah kota, sebab pada sektor ini terdapat unsur ilegal, sehingga mereka selalu dalam ancaman ketertiban oleh polisi dan petugas ketertiban (Hose dalam Tjiptoherijanto, 1989). 
Perlu adanya pengkajian yang mendalam mengenai berbagai faktor yang menyebabkan adanya alih kerja dari sektor pertanian ke sektor informal bagi penduduk transmigrasi di Kota Samarinda. Sebab pada hakekatnya tujuan transmigrasi adalah bukan untuk bekerja pada sektor informal di kota. Selain itu dengan banyaknya para transmigran yang bekerja dikota, diperkirakan akan mengganggu penataan kota serta akan menimbulkan berbagai masalah sosial di perkotaan.
II. PEMBAHASAN

A. Program Transmigrasi

Program Transmigrasi ditujukan selain untuk memeratakan penduduk, juga untuk menciptakan persebar tenaga kerja yang lebih merata di seluruh wilayah nusantara, yang pada gilirannya akan memperluas lapangan kerja, memperluas kesempatan berusaha, mengembangkan potensi daerah, mengurangi kesenjangan pertumbuhan wilayah, membantu mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan pada gilirannya akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.


Dengan demikian program transmigrasi harus dipandang sebagai bagian yang integral dengan pembangunan regional, dengan tujuan untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi tersebut kemudian diharapkan dapat meningkatkan kesejahtraan dan pendapatan masyarakat di daerah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.


Dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka ada tujuh target group yang dapat dientaskan dari kemiskinan melalui program transmigrasi (Tjiptoherijanto, 1997). Ketujuh target grup tersebut :

a. Buruh tani, petani yang tidak memiliki lahan.

b. Petani gurem, yaitu petani-petani yang memiliki lahan dibawah seperempat hektar.

c. Nelayan miskin dan buruh nelayan.

d. Penganggur, jumlahnya cukup banyak termasuk pengangguran terselubung.

e. Kepala keluarga putus sekolah (drop out).

f. Buruh miskin di kota-kota.

g. Perambah hutan.

Sejalan dengan tujuh target group yang telah diuraikan, program transmigrasi selalu harus dikaitkan dengan pembangunan daerah. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan transmigrasi merupakan bagian yang integral dari suatu pola pembangunan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, program transmigrasi dilakukan bersama-sama dengan pembangunan infrastruktur di daerah, pembangunan jalan-jalan, pembangunan irigasi, pembangunan pemasaran dan berbagai bentuk pembangunan daerah lainnya. Dengan demikian perlu selalu diusahakan terdapatnya kaitan antara program transmigrasi dengan kegiatan ekonomi daerah. Sehingga pada dasarnya kebijaksanaan transmigrasi ditujukan kepada agro development atau suatu pembangunan pertanian daerah secara integral.


Agro development yang berbentuk pertanian campuran yaitu pertanian bahan makanan, hasil pertanian yang dapat diperdagangkan dan yang berbentuk peternakan perlu terus dikembangkan. Agro development sebagai bagian integral dari pembangunan regional dimaksudkan untuk membentuk pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa dan Bali.



Pusat-pusat pertumbuhan yang satu diusahakan sambung-menyambung dengan pusat-pusat pertumbuhan lainnya, menjadi kutub-kutub pertumbuhan yang merupakan area pertumbuhan dalam daerah tersebut. Melalui pusat-pusat pertumbuhan dan kutub pertumbuhan inilah diharapkan terjadi suatu pertumbuhan ekonomi didaerah yang pada kelanjutannya diperkirakan mempunyai daya tarik terhadap para pendatang dari pulau Jawa dan Bali (Tjiptoherijanto, 1985).


Oleh karena itu, sebelum memindahkan penduduk perlu diadakan suatu penelitian pendahuluan yang cukup mendalam, suatu langkah persiapan yang dipertimbangkan masak-masak perlu dilakukan dan ini meliputi penelitian tanah (soil survey), khususnya yang menyangkut kesuburan tanah, penelitian hidrologi (hydrological survey) mengenai kemungkinan pengairan dan tanah-tanah tersebut baik dari curah hujan maupun melalui irigasi. Penelitian mengenai pola tanam (cropping pattern), penelitian mengenai pemasaran (marketing potential) dari hasil pertanian yang akan ditanam, bahkan penelitian mengenai tingkat kesehatan didaerah tersebut yang menyangkut kemungkinan berjangkitnya penyakit menular di daerah yang akan ditempati oleh kaum transmigran ini. Hanya dengan berbagai bentuk penelitian semacam itu, dapat dipersiapkan daerah pemukiman yang baik bagi para transmigran, sehingga berbagai masalah selama ini sering menjadi keluhan bagi penduduk yang dipindahkan atau berpindah ini dapat dikurangi kalau tidak mungkin dilenyapkan sama sekali (Swasono dan Singarimbun, 1986).


Agar para transmigran merasa terlindungi, maka setibanya di lokasi pemukiman, supaya segera diberikan hak dan kewajibannya sebagai transmigran. Adapun yang menjadi hak transmigran antara lain memperoleh rumah, lahan yang terdiri dari pekarangan yang sudah dibuka 0,25 ha, lahan usaha I (0,75 – 1,00 ha) yang sudah dibuka dan lahan usaha II (0,75 ha) yang masih harus dibuka sendiri oleh transmigran, mendapat jaminan hidup pangan dan non-pangan yang diberikan selama 12-18 bulan, bantuan peralatan pertanian lainnya (Dep.Transmigrasi, 1994).


Oleh sebab itu, maka penyelenggaraan transmigrasi diarahkan untuk membantu suksesnya pembangunan daerah terutama pembangunan di bidang pertanian.  Hal ini dimaksudkan untuk membentuk pusat-pusat pembangunan, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang menjadi sasaran penempatan transmigrasi.


Keberhasilan transmigrasi, terlihat dari kemakmuran para transmigran yang telah terwujud antara lain dari segi perbaikan tingkat hidup para transmigran, adanya integrasi sosial yang harmonis antara transmigran dengan masyarakat setempat dan adanya partisipasi dari lembaga-lembaga yang menunjang program transmigrasi.

B. Mobilitas Penduduk


Manusia baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk individu senantiasa berada dalam proses gerak sosial (social mobility). Dengan gerak sosial, manusia dapat menempatkan diri dari suatu status ke status sosial tertentu. Gerak pencapaian suatu status itu merupakan suatu kegiatan dan orientasi untuk memenuhi kebutuhan sosial. Berbagai faktor yang berperan pada suatu gerak sosial, diduga meliputi faktor pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan pemilikan yang dipandang sebagai faktor mendasar. Aspek-aspek ini berkaitan dengan pandangan hidup dan budaya suatu masyarakat.  (Soekanto (1986) mengemukakan bahwa faktor yang mendasari gerak sosial itu sangat tergantung pada sistem yang berlaku dalam masyarakat, karena setiap masyarakat memiliki salah satu dari dua macam sistem yaitu “closed class societies” dan “open class societies” Pada masyarakat dengan sistem class societies memiliki mobilitas sosial yang relatif tinggi. Colhoum (1978), menyebutkan bahwa gerak sosial masyarakat cenderung ke atas dan ke bawah, yang disebut vertical mobility. Pengertian ini kemudian diperluas oleh Cohen (1989) yang menyebutkan bahwa disamping mobilitas vertikal, masyarakat juga memiliki mobilitas horisontal dan antar generasi.


Gerak sosial vertikal disebut juga social cerculation yang mencakup institusi seperti institusi agama, sekolah, organisasi politik, ekonomi dan keahlian. Setiap individu yang bergerak mengikuti saluran-saluran ini akan mengalami suatu proses sosial yaitu adanya perubahan status individu dari suatu kelas sosial ke kelas sosial yang lain (Cohen, 1989). Mobilitas semacam ini gerakannya dapat bersifat naik atau menurun.


Mobilitas horizontal menurut Soekanto (1986), adalah pergeseran status sosial pada tingkat yang sama, dalam arti tidak menunjukkan adanya mobilitas menanjak dan menurun, tetapi berada dalam posisi yang sama. Sedangkan yang dimaksud mobilitas antar generasi adalah mobilitas yang terjadi antar satu generasi dengan generasi yang lain, dalam arti kehidupan suatu generasi jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya dalam suatu ikatan keluarga tertentu.


Secara umum mobilitas penduduk mempunyai peran yang cukup besar terhadap ketimpangan persebaran penduduk. Penduduk akan terkonsentrasi pada daerah-daerah kota dan daerah-daerah yang banyak memberikan kesempatan kerja, seperti kawasan industri, pertambangan dan lainnya. Sementara daerah pedesaan yang banyak memiliki keterbatasan, seperti sempitnya lapangan kerja, rendahnya upah tenaga kerja pertanian dan lainnya, membuat penduduk desa banyak yang meninggalkan desanya untuk bekerja di kota. Oleh karena itu selama kehidupan sosial ekonomi antara masyarakat kota dan masyarakat desa memiliki jurang perbedaan yang tajam, maka gerak perpindahan penduduk dari desa ke kota terus berlangsung.


Ketimpangan dalam pertumbuhan dan pembangunan daerah yang merupakan dasar mobilitas penduduk dapat terjadi antar wilayah (propinsi, pulau) maupun antara desa dan kota. Adanya mobilitas penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan mencerminkan perbedaan pertumbuhan dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Selama masih terdapat perbedaan tersebut, mobilitas penduduk akan terus berlangsung  (Budi Tjahyati, 1995).


Menurut Saefullah (1993), pada masa yang akan datang pola mobilitas penduduk akan ditandai oleh; (1) kecenderungan meningkatnya arus mobiltas penduduk dari desa ke kota, (2) pergeseran bentuk mobilitas, (3) meningkatnya pelaku mobilitas kaum wanita, (4) meningkatnya arus balik mobilitas (return migration) dan (5) adanya ketergantungan proses pembangunan desa pada kehidupan kota. Adanya kecenderungan bergesernya bentuk mobilitas penduduk terutama sangat dipengaruhi oleh perbaikan sarana dan prasarana transportasi, serta meluasnya jaringan komunikasi. Dengan jarak yang tetap, maka waktu tempuh dalam perjalanan akan semakin pendek, akibatnya arus migrasi akan menurun dan sebaliknya arus sekuler dan komuting akan meningkat. Kecenderungan kaum wanita sebagai pelaku mobilitas dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu meningkatnya pendidikan kaum wanita dan meningkatnya lapangan kerja wanita di sektor industri.


Proses mobilitas sosial erat kaitannya dengan proses migrasi, hal ini dapat dimengerti karena semakin tinggi proses migrasi, maka semakin tinggi pula proses mobilitas sosial suatu masyarakat. Migrasi lebih menekankan pada proses perpindahan penduduk, sedangkan mobilitas sosial lebih menekankan pada proses sosialnya.
C. Perubahan Sosial

Perubahan Sosial masyarakat adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat (Soekanto, 1986). Proses ini dapat juga menyangkut manusianya, kebudayaannya serta lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial budayanya.  Ketiga komponen ini merupakan jalinan hubungan yang saling terkait secara integral (Adimihardja, 1993). Oleh karena itu proses gerak dari perubahan sosial di dalam masyarakat dapat dilihat dan dianalisis menurut pola-pola tertentu.

Adanya fenomena alih kerja pada masyarakat desa dari sektor pertanian ke sektor informal, khususnya penduduk transmigrasi merupakan gambaran aktual terjadinya proses mobilitas pekerjaan dan adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Hal ini dapat terjadi karena proses antara manusia, kebudayaan dan lingkungan yang berupa tanggapan, respon dan penyesuaian diri baik akibat dari faktor internal maupun faktor eksternal membawa ke suatu keadaan yang tetap eksis di dalam kehidupan, sehingga proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada hakekatnya merupakan proses adaptasi, respon, dan tanggapan terhadap suatu keadaan tertentu.

Proses perubahan yang terjadi pada masyarakat transmigrasi merupakan proses perubahan budaya yang menyangkut banyak aspek, baik aspek demografis, sosial, ekonomi, dan pertanian. Menurut Julian Stewart dalam Hardesty (1977), evolusi budaya terjadi sebagai upaya untuk mempermudah proses adaptasi. Lebih lanjut dikatakan bahwa perubahan budaya yang menguntungkan dapat secara efektif diajarkan kepada orang tua, kemudian muncul seleksi variasi genetik yang mirip. Namun demikian, penerimaan atau penolakan ragam budaya oleh individu sangat ditentukan oleh sejauhmana ragam budaya tersebut memenuhi keinginan individu.


Selanjutnya menurut Parson (Johnson, 1990), perubahan sosial merupakan salah satu aktualisasi dari proses adaptasi. Proses ini merupakan gejala universal yang selalu dialami oleh semua masyarakat, dan memberikan makna bahwa perubahan sosial merupakan gambaran nyata yang melekat dari setiap masyarakat, serta manifestasi dari masyarakat itu sendiri.
D. Perubahan Struktur Perekonomian


Perubahan struktur perekonomian suatu negara, dari sistem ekonomi tradisional menuju sistem ekonomi modern merupakan suatu fenomena yang selalu terjadi pada setiap negara yang melangsungkan pembangunan. Pada negara-negara maju, proses perubahan struktural tersebut berjalan dengan lancar, sedangkan pada negara-negara berkembang tidak begitu adanya. Hal ini disebabkan karena lemahnya keterkaitan antara pembangunan pertanian dengan sektor ekonomi tradisional dan modern. Pertumbuhan ekonomi berjalan sangat lambat bahkan hampir tidak tumbuh.

Arthur Lewis dari aliran klasik menyoroti dualisme ekonomi yang ditandai dengan adanya relokasi tenaga kerja dari sektor pertanian subsisten ke sektor kapitalis. Selanjutnya dikemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan berlangsung apabila surplus yang terbentuk oleh sektor kapitalis ditanam kembali dalam perekonomian. Re-lokasi tenaga kerja yang berlangsung disebabkan tingkat upah di sektor pertanian subsisten lebih rendah dari pada tingkat upah dari sektor kapitalis. 

Dalam pada itu, Simon Kuznets secara empiris mengadakan pengkajian terhadap pertumbuhan-pertumbuhan yang terjadi dalam pembangunan, hasil kajiannya kemudian dikenal sebagai “ sintesa pertumbuhan ekonomi modern” . Penelitian Kuznets ini dilanjutkan oleh Chenery dan Syrquin berdasarkan data dari 111 negara. Hasil temuan mereka tersebut mendukung hasil temuan Kuznets, yaitu semakin tinggi GNP suatu negara, peranan sektor pertanian dalam output dan kesempatan kerja akan semakin menurun. Sebaliknya peranan sektor industri dan jasa akan semakin meningkat (Chenery dalam Sudono Sukirno, 1985 ).

Dalam pada itu, teori perubahan struktural pertama kali dikemukakan oleh Allan G.B.Fisher yang mengemukakan bahwa ada lima tahapan pertumbuhan ekonomi yang di dasarkan pada pergeseran distribusi tenaga kerja, yaitu (a) masyarakat biadab, (b) masyarakat penggembala (c) masyarakat pertanian (d) masyarakat pertanian manufacturing dan (e) masyarakat pertanian manufacturing-perdagangan (Sajogyo, 1982).

Sedangkan Rostow membagi proses pembangunan ekonomi dalam lima tahap, kelima tahap tersebut adalah (a) masyarakat tradisional, (b) prasyarat untuk lepas landas, (c) lepas landas, (d) gerakan ke arah kedewasaan dan (e) konsumsi tingkat tinggi.

Namun Mellor dalam Soewardi (1996), menyangsikan teori pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh Rostow, karena teori tersebut belum dapat menggambarkan peranan sektor pertanian dalam pembangunan nasional. Mellor berlandaskan pada model ‘’bi-sektoral’’ (ranis-feo, fei-ranis dan jorgenson), mendudukan sektor pertanian dalam kerangka transformasi pertanian ke industrial. Dalam kerangka tersebut dengan tandas dijelaskan bahwa peranan sektor pertanian adalah mensuplai pangan dan tenaga kerja. Sektor industri terus membengkak dan sektor pertanian semakin menciut. Tenaga kerja mengalir dari sektor pertanian ke sektor industri, sehingga Terms of Trade sektor pertanian semakin memburuk. Dengan demikian akumulasi modal terjadi di kota yang di gunakan untuk menumbuhkan industrialisasi. Dalam kerangka teori bisektoral, Mellor yakin akan terjadi real problem pada harga-harga hasil pertanian yang tidak menguntungkan. 
E. Sektor Informal Kota


Dalam kurun waktu terakhir ini sektor informal di daerah perkotaan Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Menurut para ahli, membengkaknya sektor informal mempunyai kaitan dengan menurunnya kemampuan sektor formal dalam menyerap pertambahan angkatan kerja di kota. Sedangkan pertambahan angkatan kerja di kota, sebagai akibat migrasi desa-kota, lebih pesat dari pada pertumbuhan kesempatan kerja. Akibatnya, terjadi pengangguran, terutama dikalangan penduduk usia muda dan terdidik yang diikuti dengan membengkaknya sektor informal di kota. 


Sektor informal dianggap banyak mengandung masalah di daerah perkotaan, karena sektor informal terutama yang beroperasi ditempat strategis di kota dapat mengurangi keindahan kota dan diduga sebagai penyebab kemacetan lalulintas dan menurunnya kualitas lingkungan hidup di kota. Oleh karena itu ada pemerintah kota yang telah mengambil kebijaksanaan membatasi ruang gerak sektor informal. 


Dalam pada itu, istilah sektor informal pertama kali dipergunakan oleh Keith Harth dalam laporan penelitiannya tentang unit-unit usaha berskala kecil pada tahun 1971 di Ghana, Afrika. Laporan penelitian berjudul :” Informal income Appurtunities and urban Employment in Ghana” . Harth membagi kegiatan usaha penduduk ke dalam tiga kategori, yaitu : formal, informal syah dan informal tidak syah.


Kegiatan usaha yang dilakukan untuk memperoleh penghasilan dari sektor formal, meliputi ; gaji diperoleh dari negara, gaji dari sektor swasta, memperoleh tunjangan-tunjangan pensiun, tunjangan pengangguran. Kegiatan dari sektor informal sah, meliputi; kegiatan primer dan sekunder yang berorientasi pasar, usaha tersier dan distribusi kecil-kecilan. Sedangkan kegiatan informal tidak sah, meliputi; jasa pada kegiatan perdagangan gelap, dan transaksi pencurian kecil (Keith Hart, dalam Manning dan Effendi, 1985 : 35).

Kategori tersebut di atas, didasarkan pada cara memperoleh pendapatan, keteraturan cara kerja, curahan waktu dan status hukum. Pada pokoknya didasarkan atas perbedaan antara pendapatan yang diperoleh secara tetap dan teratur dengan pendapatan yang diperoleh dari usaha sendiri, dalam arti pendapatan yang diperoleh tidak tetap dan tidak teratur. Penghasilan yang diperoleh dari usaha sendiri tersebut, tidak permanen dan tidak teratur dikelompokkan ke dalam pekerjaan sektor informal.


Sebagai kegiatan ekonomi, sektor ini mampu menampung tenaga kerja dari berbagai lapisan. Hal ini terjadi, karena memasuki sekor ini relatif sangat mudah serta kurang diperlukan berbagai persyaratan. Menurut Bambang Tri Cahyono tenaga kerja yang terlibat dalam sektor informal memiliki karakteristik tersendiri, antara lain : “ 1. Tenaga kerja sektor informal mudah keluar masuk, 2. Tidak memiliki keterampilan yang memadai, 3. Biasanya sedikit/tidak memiliki pendidikan formal, 4. Biasanya tenaga kerja dirangkap produsen dengan dibantu tenaga kerja keluarga” (Cahyono, 1983 : 62).


Karakteristik-karakteristik tenaga kerja yang bekerja pada sektor informal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kegiatan usaha sektor informal berhubungan dengan aktifitas ekonomi. Hal tersebut dikarenakan aktifitas ekonomi berkaitan dengan lapangan usaha untuk tempat individu bekerja. 


Usaha sektor informal dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi, tidak saja semata-mata didasarkan kepada kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, tetapi kemudahan seseorang untuk keluar dan masuk pada setiap jenis usaha, sehingga profesionalisme pada sektor ini hampir tidak ditemukan. Ini dilakukan apabila pada suatu bidang usaha terlihat tidak lagi memberikan harapan maka secepatnya seseorang memasuki bidang lain sekalipun tidak memiliki keahlian.


Namun dengan melihat definisi serta karakteristik dari tenaga kerja di sektor informal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan usaha sektor informal merupakan kegiatan usaha kecil-kecilan dan merupakan lapangan pekerjaan yang sangat penting, khususnya bagi tenaga kerja yang tidak dapat ditampung pada sektor formal. Hal ini dikarenakan luasnya kesempatan yang tersedia di sektor ini, yang memungkinkan bagi individu untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. 


Dalam pada itu terdapat beberapa alasan yang dikemukakan para ahli mengenai tidak dimasukkannya kegiatan sektor pertanian dalam golongan pekerjaan sektor informal.  Hidayat (1978 :419) mengemukakan alasannya sebagai berikut : “Mengingat bahwa pemecahan masalah yang dihadapi oleh sektor informal adalah berlainan sekali dengan sektor pertanian, ditambah pula oleh identifikasi bahwa sektor pertanian memiliki sifat yang statik, maka sektor pertanian tidak dimasukkan ke dalam sektor informal”. Dari pengertian ini terlihat bahwa sifat dari pekerja sektor pertanian yang bersifat statik, dalam arti tidak mudah berubah baik dari skala usaha maupun tingkat penghasilan dijadikan alasan sehingga sektor pertanian tidak dimasukkan dalam kategori sektor informal.


Lebih lanjut Hidayat menguraikan perbedaan antara sektor informal, dapat dilihat dari beberapa aspek berikut ini :

1. Aspek produksi : pertanian dipengaruhi oleh musim, tidak dapat diperbesar seketika dipengaruhi oleh kesuburan tanah, dan sudah mendapatkan proteksi dari pemerintah; dalam sektor informal produksi dapat dilakukan sepanjang tahun, dapat diperbesar seketika, dipengaruhi tenaga kerja dan tidak mendapatkan proteksi dari pemerintah.

2. Permodalan : dalam sektor pertanian, modal diperoleh dari pemerintah atau lembaga keuangan resmi, sedangkan dalam sektor informal modal berasal dari tabungan sendiri atau keuangan tidak resmi.

3. Aspek pemasaran : sektor pertanian, merupakan konsumsi rumah tangga dan industri harga relatif stabil serta ada bantuan dari pemerintah, sedangkan sektor informal merupakan konsumsi rumah tangga golongan bawah atau menengah harga relatif tidak stabil serta tidak ada bantuan pemerintah.

4. Aspek organisasi : dalam sektor pertanian pada umumnya kegiatan sudah bergabung dalam organisasi, sedangkan kegiatan sektor informal tidak terorganisasi.

5. Aspek pekerjaan : pekerjaan dalam bidang pertanian pada umumya bersifat multi karya serta banyak terdapat pengangguran tidak kentara di samping itu pekerjaan dalam bidang pertanian tidak memerlukan keterampilan khusus, dalam sektor informal kegiatan usaha bersifat swakarya, relatif tidak terdapat pengangguran terselubung serta diperlukan keterampilan khusus.

Apabila kita mengacu kepada pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat seperti tersebut di atas, maka secara konseptual sektor pertanian tidak digolongkan dalam kegiatan sektor informal. Selain itu juga mengenai lokasi menjadi faktor pertimbangan dimana pekerjaan sektor pertanian berlangsung di desa sedangkan pekerjaan sektor informal berlangsung di kota.
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PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA 
DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH 

Mukarramah Nasir

Abstrak
Sejak gerakan reformasi pada tahun 1998, hingga kini telah terjadi proses penataan penyelenggaraan dalam berbagai bidang pemerintahan. Salah satu bentuk perubahan kebijakan pemerintahan yang telah dilakukan adalah paradigma sentralisasi yang selama pemerintahan Orde Baru menjadi mainstream politik penguasa, berubah bentuk menjadi politik desentralisasi dan otonomi daerah yang memberi peluang secara luas bagi pemerintah daerah untuk melakukan kreatifitas dalam rangka pemberdayaan masyarakat di daerah.

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah ini, maka sejak tahun 1999 telah dikeluarkan dua undang-undang yaitu undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kedua undang-undang ini telah menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Tetapi dalam kurun waktu kurang dari lima tahun, sebagai akibat dari kuatnya arus reformasi dan demokratisasi maka dua undang-undang tersebut dianggap tidak relevan lagi dengan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah dan diganti dengan undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.  

Dalam undang-undang tentang desentralisasi di atas, pendidikan menjadi bagian dari wewenang pemerintahan pusat yang dialihkan kepada pemerintah daerah. Bahkan dalam undang-undang tersebut pada pasal 14 ayat 1 point f disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi urusan wajib bagi pemerintah kabupaten atau kota. Atas dasar itu, maka pemerintah daerah kabupaten atau kota harus bertanggungjawab untuk melaksanakan pendidikan yang ada di daerahnya. Tanggungjawab tersebut meliputi berbagai macam menyangkut penyelenggaraan pendidikan, mulai dari penyediaan anggaran pendidikan untuk memenuhi fasilitas pendidikan dan penyediaan tenaga pendidik, hingga kewenangan mendesain kurikulum dan komponen pendidikan lainnya.
Keyword : Desentralisasi, Pendidikan 
I.  PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah memberi implikasi bagi penyelenggaraan pendidikan di daerah. Sebelum reformasi digulirkan, mainstream politik pendidikan yang berjalan adalah sentralisasi. Kebijakan sentralisasi pendidikan meskipun memiliki banyak keunggulan, tetapi telah terbukti membuat dunia pendidikan di Indonesia tidak demokratis dan kurang dapat memberdayakan masyarakat secara maksimal. Kebijakan yang top down, berdampak pada tidak teraktualisasinya potensi masyarakat di daerah yang hanya  menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Akibatnya masyarakat di daerah tidak kreatif, inovatif, dan dinamis dalam mengembangkan pendidikan di daerah. 


Adanya kebijakan otonomi daerah, membuka kran demokratisasi pendidikan. Kebijakan pendidikan tidak lagi top down yang semuanya ditentukan oleh pemerintah pusat. Kebijakan pendidikan telah bergeser menjadi button up, dalam artian bahwa meskipun pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam penanganan penyelenggaraan pendidikan, tetapi kewenangannya hanya dalam skala makro. Pemerintah daerah diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya menentukan dan merumuskan kebijakan teknis pendidikan di daerah. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan sepenuhnya untuk memberdayakan dan memajukan pendidikan di daerah melalui terobosan-terobosan baru. Dengan demikian, kreatifitas dengan sendirinya muncul seiring desentralisasi pendidikan yang memberi kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah  

A. Pengertian dan Subtansi Kebijakan Otonomi daerah 

J. Kaloh (2002 : 3) bahwa tonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Daerah diberikan beberapa kewenangan tertentu untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Istilah otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari desentralisasi. J. Green dan Baron (Hasan, 2003 : 175) bahwa istilah desentralisasi mengandung makna proses pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan atau wewenang dari pimpinan atau atasan ke tingkat bawahan dalam organisasi. Sedangkan Bray (Sirozi, 2005 : 232) mendefinisikan desentralisasi adalah proses ketika tingkat-tingkat hierarki di bawahnya diberi wewenang oleh badan yang lebih tinggi untuk mengambil keputusan tentang penggunaan sumber daya organisasi. Desentralisasi adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah sebagai daerah otonom. Proses pendelegasian atau pemberian wewenang tersebut dinamakan dengan desentralisasi, sedangkan hak wewenang daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan di daerah disebut dengan otonomi daerah.  
Dalam UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. Di dalam UU tersebut disebutkan bahwa kewenangan daerah mencakup semua kewenangan kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan agama. Sedangkan pendidikan merupakan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah. Dengan demikian, desentralisasi pendidikan adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat dalam bidang pendidikan kepada pemerintah daerah sebagai daerah otonom. Pemerintah daerah memiliki hak kewenangan yang seluas-luasnya dalam merumuskan dan menyelenggarakan  pendidikan di daerah.

B. Kewajiban Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan 

Kewenangan pemerintah daerah yang memiliki hak otonom dalam penyelenggaraan pendidikan, tersirat dalam undang-undang sistem pendidikan nasional. Anwar Arifin (2003 : 26-28) kewenangan tersebut diantaranya adalah ;

1. Mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

3. Menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warganegara

4. Menfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu

5. Menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

6. Kewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan
7. Kewajiban membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat

8. Mengalokasikan dana minimal 20 % dar APBD 

9. Kewajiban mengelola satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

C. Kriteria dan Upaya Pengembangan Pendidikan  Bermutu

Pendidikan bermutu mempunyai standar tertentu. Menurut Sallis (Sudarwan Danim, 2003:79), mutu dapat diartikan sebagai derajat kepuasan luar biasa yang diterima oleh kostumer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Sedangkan mutu pendidikan di sekolah menurut Achmad (Sudarwan Danim, 2003:79) adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efesien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku. 

Klarifikasi mengenai standar mutu lulusan lembaga pendidikan antara lain dapat dilakukan dengan jmenjabarkan konsep link and match antara output pendidikan dengan dunia kerja atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ukuran mutu pendidikan juga dapat diakses dari tercapai tidaknya tujuan institusional lembaga itu, yaitu atas dasar persentase lulusan yang dapat diterima pada jenjang pendidikan diatasnya.

Sedangkan Engkoswara melihat mutu atau keberhasilan pendidikan dari tiga sisi yaitu prestasi suasana dan ekonomi. Sallis (Sudarwan Danim, 2003:79) mengemukakan bahwa ada dua standar utama untuk mengukur mutu, yaitu standar hasil dan pelayanan serta standar kostumer. Lebih lanjut dijelaskan bahwa indikator yang termasuk ke dalam standar hasil dan pelayanan adalah spesifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperoleh oleh anak didik, hasil pendidikan itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau dunia kerja, tingkat kesalahan kecil, bekerja benar dari awal dan benar untuk pekerjaan berikutnya. Sedangkan standar kostumer mencakup mencakup terpenuhinya kepuasan, harapan, dan pencerahan hidup bagi kostumer tersebut.   

Untuk mewujudkan pendidikan bermutu, Mastuhu (2003: 66-23) memberikan gagasan tentang paradigma akademik, tata among, demokrasi pendidikan, otonom, akuntabilitas, evaluasi diri, akreditasi, kompetensi, kecerdasan, kurikulum, metodologi pembelajaran, SDM, dana, perpustakaan dan laboratorium serta alat pembelajaran, lingkungan akademik serta kerja jaringan. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa paradigma akademik harus jelas mengenai visi, misi, orientasi, sasaran, tujuan serta strategi. Sedangkan Tata pamong meliputi susunan dan struktur organisasi, lengkap dengan unit-unit kerja, posisi, peran dan otoritas kewenangan masing-masing serta mekanisme kerjanya. Kerja tata pamong menjangkau kepemimpinan, perencanaan, implementasi program, pengawasan, evaluasi networking dengan berbagai pihak dan interaksi akademik. Intinya adalah manajemen. Sebuah lembaga pendidikan akan efektif di dalam mencapai tujuan institusionalnya jika seluruh komponen secara terpadu melaksanakan tugasnya masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab dibawah kendali seorang pimpinan yang punya potensi manajerial yang baik. 

Syarat demokrasi pendidikan sangat membantu mewujudkan pendidikan yang bermutu, karena tanpa demokrasi maka otonomi pendidikan sebagai salah satu paradigma baru penyelenggaraan pendidikan, sangat sulit untuk diwujudkan. Dengan demokrasi dan otonomi pendidikan, maka penyelenggara pendidikan dapat mengelola komponen pendidikan secara maksimal secara bertanggungjawab kepada masyarakat. Penyelenggara pendidikan dapat melaksanakan pendidikan secara terbuka dan bertanggungjawab akan mutunya kepada siswa, orangtua, pemerintah maupun masyarakat pengguna jasa.

Dalam melaksanakan pendidikan, diperlukan juga evaluasi diri lembaga pendidikan untuk melihat kinerja dan penampilan kerja secara komprehensif. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menyiapkan perencanaan perbaikan dan pengembangan lembaga sebagai persiapan penilaian oleh pihak luar atau pengguna jasa pendidikan.

Kurikulum juga merupakan bagian dari syarat pendidikan bermutu. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang selalu mengalami perubahan, akan sangat bermakna ketika disajikan kepada peserta didik sebagai bekal untuk melanjutkan studi pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, atau ketika memasuki dunia kerja. Kurikulum pendidikan mesti diberikan dengan metodologi pembelajaran yang mapan agar peserta didik akan kreatif, inovatif dan mandiri yang mampu mengembangkan materi pelajaran tanpa menggantungkan diri pada orang lain.
Sumber daya pendidikan berupa guru, pimpinan dan seluruh tenaga kependidikan merupakan faktor determinan bagi peningkatan pendidikan yang bermutu. Karena itu, guru dan tenaga kependidikan harus profesional. Demikian pula  pimpinan harus mempunyai kemampuan manajerial yang baik. Karena kemampuan dan profesionalisme pendidikan, akan sangat menentukan bagi terwujudnya pendidikan yang bermutu.

Persoalan dana juga penentu kualitas pendidikan. Anggaran pendidikan yang besar akan sangat menentukan optimalisasi pelaksanaan pendidikan. Dengan adanya dana yang memadai, maka seluruh kebutuhan-kebutuhan komponen pendidikan dapat disediakan guna menunjang kegiatan pembelajaran. Untuk masalah dana ini, di dalam Undang-undang Sisdiknas no. 20 tahun 2003 telah ditetapkan bahwa anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD. Jika pemerintah komitmen dengan ketentuan itu, maka prospek pendidikan akan lebih baik dan  bermutu.       

Lingkungan pendidikan juga sangat mendukung bagi terwujudnya pendidikan yang bermutu. Sarana dan prasarana baik gedung sekolah maupun perangkat-perangkatnya infrastruktur lainnya seperti perpustakaan, akan berperan secara maksimal bagi proses pendidikan jika keberadaannya dapat dimanfaatkan secara efektif dan nyaman dalam mendukung tugas guru dan peserta didik.   

D. Konsep Umum Desentralisasi dan Daerah Otonom

Pada akhir tahun 1970-an, pemerintahan yang sentralis mendapatkan tanggapan, terbentuknya infrastruktur nasional dikelilingi keluhan-keluhan dari lokalitas. Pemecahan yang direkomendasikan adalah mendesentralisasi- kan banyak tanggung jawab kepada pemerintah lokal dalam infra struktur lokal dan manajemen pembangunan perkotaan. Pengurusan oleh pemerintah lokal dipandang lebih baik dan lebih menguntungkan untuk menginformasi-kan kebutuhan akan daerah tersebut, mengenai investasi daerah dan mobilisasi sumber daya.

Dillinger (1994:84) menjelaskan lebih dari 75 negara berkembang dan negara transisi dengan populasi lebih dari 5 juta, mengklaim bahwa pengalihan kekuatan politik berada pada unit pemerintah lokal. Di beberapa negara mendukung adanya devolusi (desentralisasi), yang motivasinya adalah bahwa tidak ada kerancuan prinsip dan tendensi politik. Di negara-negara lain para pemimpin nasional tetap mempertahankan prinsip sentralis tetapi perluasan pertumbuhan pemilihan mayoritas tetap berlaku. 

Secara filosofis-ideologis, desentralisasi (otonomi daerah) dapat dipandang sebagai suatu asas atau cara pemberian kesempatan yang relatif luas bagi tumbunya partisipasi masyarakat, serta mendorong daerah untuk dapat membuat keputusan secara mandiri tanpa harus bergantung kepada pusat.

Menurut Rondinelli (1981:34) desentralisasi adalah The transfer or delegation of legal and political authority to plan, make decision and manage public fuctions from the control governmented, its agencies to field organization of those agencies, sub ordinate unit’s of government, semi autonoms public corporations, area wide or region development authorities; fuction authorities; autonom local governments or non governmental organizations (desentralisasi adalah pemberian, penyerahan atau pendelegasian yang resmi berdasarkan ketentuan yang berlaku dari kekuasaan politik meliputi lembaga, hubungan antar lembaga, pemberian atau penyerahan kekuasaan/kewenangan untuk merencanakan, membuat dan memanage fungsi umum pemerintahan (pemerintah pusat) dan unit-unit organisasi yang ada dilapangan dari beberapa bagian yang merupakan sub ordinat pemerintah pusat, sebagaian/setengah berdiri sendiri dari kelompok pemerintah dalam wilayah yang luas atau kewenangan pembangunan wilayah (regional), fungsi kewenangan, kewenangan pemerintahan wilayah atau daerah atau organisasi-organisasi non pemerintah)

Sedangkan Mawhood (1983:109) mendefinisikan desentralisasi adalah  A word that hal been used by different people to mean a good many different things, most of us and most of government like the idea of decentralization. It suggest the hope of craking open the blockage of an inivit central bureaneracy, curing managerial constipation, giving more direct acces for the people, simulating the whole nation to participate in national developments plants
Jadi desentralisasi adalah suatu istilah yang digunakan oleh orang-orang yang beraneka ragam pola pikirnya untuk memahami tentang sesuatu hal yang bermanfaat dan penafsirannya pun berbeda-beda pula. Sebagian kecil para pemikir dan sebagian besar dari pemerintah, karena mempunyai suatu harapan pemilahan yang dapat membuka blokade pemerintah pusat serta memberikan langsung akses dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat secara keseluruhan dalam merangsang partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada hakekatnya desentralisasi yang mengarah ke political desentralization memiliki tiga aspek yaitu :

a. Otonomi Lokal;

1) Pemerintah pusat masih memiliki manuver politik dan memiliki pengaruh terhadap penguasa lokal atau daerah;

2) Pemerintah pusat masih mempunyai kewenangan untuk “standarisasi”, sehingga kewenangan pengawasan masih ada;

3) Pemerintah pusat tidak ikut bersusah payah, tetapi dapat menikmati hasilnya;

b. Demokrasi dalam arti partisipasi lokal;

1) Freedom of something tetapi freedom to do something, kebebasan terhadap sesuatu hal masih tergantung pada pemerintah pusat;

2) Local Leadership, yang berakar dari daerah bisa tumbuh pesat, namun hal ini tidak disenangi oleh pemerintah pusat;

3) Tidak mungkin ad “local shelf government”
c. Efisiensi 

1) Membangun sesuatu, dominasi pemerintah pusat menonjol, sehingga tidak efisien karena tidak ada “policy local”;

2) Jangan sampai terjadi “spending blindy” dalam arti pada saat akhir anggaran (tahun anggaran), repot membelanjakan/menghabiskan anggaran;

Pada tingkat yang lebih pragmatis, desentralisasi/pemberian otonomi merupakan salah satu strategi dalam suatu proses pembangunan guna mangatasi berbagai hambatan institusional fisik maupun hambatan-hambatan administrasi. Dengan demikian desentralisasi/pemberian otonomi merupakan strategi untuk mendemokratisasikan sistem politik. Sejalan dengan pandangan ini, otonomi dapat dipandang sebagai kebebasan bagi masyarakat setempat untuk mengatasi masalahanya sendiri yang bersifat lokalitas. Meskipun harus dipahami bahwa desentralisasi/pemberian otonomi, bukan merupakan penyerahan kemerdekaan sepenuhnya, melainkan kebebasan dalam ikatan kesatuan yang lebih besar, sehingga otonomi hanyalah merupakan subsistem dari sistem kesatuan yang lebih besar.
Rondinelli (1981:42-46) mengemukakan bahwa ada sembilan manfaat desentralisasi yaitu desentralisasi adalah saran untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang diakibatkan oleh perencanaan nasional yang tersentral;

a. Desentralisasi adalah sarana untuk memangkas sejumlah besar red tabe dan prosedur yang terlalu kaku yang biasanya menjadi ciri dari perencanaan pembangunan di negara-negara sedang berkembang sebagai akibat dari terlalu menumpuknya kekuasaan, kewenangan-kewenangan dan sumber-sumber pada pemerintahan pusat;

b. Dengan mendesentralisasikan fungsi-fungsi dan menugaskan pejabat-pejabat pemerintah pusat ke daerah, maka pengetahuan dan kepekaan mereka terhadap masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan daerah akan meningkat. Kontak yang dekat antar pejabat pemerintah dengan penduduk setempat akan memungkinkan debutuhan-kebutuhan daerah akan meningkat. Kontak yang dekat dengan antar pejabat-pejabat pemerintah dengan penduduk setempat akan memungkinkan keduanya memperoleh 

c. informasi yang lebih baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk merumuskan perencanaan bagi proyek dan program yang lebih realistis;

d. Desentralisasi akan memungkinkan penetrasi politik dan administrasi atas kebijakan-kebijakan pemerintah nasional/pusat sehingga masuk ke daerah-daerah pelosok/terpencil, dimana rencana-rencana pemerintah pusat sering tidak diketahui atau diabaikan oleh orang-orang desa atau direbut (digerogoti) oleh elit-elit setempat dan dimana dukungan terhadap rencana pembangunan nasional sering amat lemah;

e. Desentralisasi memungkinkan terwujudnya berbagai kelompok politik, keagamaan, kesukuan/etnis dalam proses pembuatan keputusan pembangunan sehingga membe

f. ri peluang terciptanya keadilan dalam alokasi sumber-sumber dan inventasi pemerintah;

g. Desentralisasi akan memberikan peluang yang kian besar bagi berkembangnya kemajuan administratif di kalangan pejabat pemerintah daerah dan lembaga-lembaga swasta diseluruh wilayah dan propinsi, sehingga dengan demikian memperluas jangkauan kemampuan mereka untuk mengambil alih fungsi-fungsi tertentu yang biasanya tidak begitu baik jika dilaksanakan departermen-departemen pusat, misalnya pemeliharaan jalan, inventasi infrastruktur di daerah-daerah pelosok. Hal ini juga memberi peluang bagi pejabat-pejabat daerah untuk mengembangkan kemampuan manajerial dan teknisnya;

h. Efisiensi pemerintah pusat dapat ditingkatkan melalui desentralisasi dengan cara membebaskan pejabat-pejabat manajemen puncak dari tugas-tugas rutin yang sebenarnya akan lebih efektif jika dilaksanakan oleh staf lapangan atau pejabat-pejabat daerah setempat. Terbebasnya dari tugas-tugas rutin itu akan memberikan waktu yang lebih banyak bagi pimpinan-pimpinan politik dan administrasi untuk memikirkan penyusunan rencana secara lebih matang dan mengawasi implementasi kebijakan-kebijakan pembangunan secara lebih baik;

i. Desentralisasi dapat pula berperan menyediakan sebuah struktur melalui aktivitas-aktivitas dari departemen dan badan-badan pemerintah yang terlibat dalam pembangunan dikoordinasi secara lebih efektif. Demikian aktivitas-aktivitas dari tokoh-tokoh/elit lokal dan organisasi politik dari berbagai daerah di wilayah yang sama;

j. Untuk melembagakan partisipasi rakyat dalam perencanaan dan manajemen pembangunan, struktur pemerintah perlu didesentralisasi.

Arti pentingnya desentralisasi ini juga dikemukakan Kenichi Ohmae (1995:103). Menurutnya, ada 4 (empat) faktor yang dapat menembus batas-batas negara bangsa tanpa rintangan, yaitu : investment, individual consumers, industry dan information. Untuk sebagai tindak lanjut dari penerapan sistem desentralisasi, maka dibentuklah daerah-daerah otonom yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Seperti didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1, tentang pemerintah daerah sebagai berikut : “daerah otonom yang selanjutnya disebut sebagai adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwewenang mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Selanjutnya Kaho (1982:14) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Mula-mula otonomi atau berotonomi berarti mempunyai peraturan sendiri atau mempunyai hak/kekuasaan/wewenang pengaturan atau legislatif sendiri. Pemerintahan itu sendiri meliputi pengaturan atau perudang-undangan sendiri, pelaksanaan dan kepolisain sendiri. Jadi daerah otonom adalah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah atau isi otonomi daerah.

E. Konsep Otonomi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Secara konseptual, otonomi daerah dipahami sebagai suatu hak dan wewenang daerah untuk mengatur dirinya secara mandiri. Menurut Vincent Lemieux (1986:4) otonomi daerah merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri, baik keputusan politik maupun keputusan administrasi, dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 1 tentang pemerintahan daerah mengatakan bahwa pengertian otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Adanya pemerintah daerah yang besifat otonom, adalah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara yuridis formal, pelaksanaan otonomi dilaksanakan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pernyataan ini sebagaimana diungkapkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai berikut : “ …….. Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab” (UU No. 22 Tahun 1999 : 65).

Dengan wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab mengandung pengertian bahwa kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu secara nyata yang diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang baik antar pemerintah daerah dengan pusat, antar pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 22 tahun 1999:66).

Kemudian penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

b. Penyelenggaraan desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah Kabupaten dan kota, dan

c. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah propinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota dan Desa.

Atas dasar pemikiran di atas prinsip-prinsip otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah;

b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;

c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh dilaksanakan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas;

d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah;

e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina pemerintah atau pihak lain seperti bada otoritas, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dan semacamnya berlaku peraturan daerah otonom;

f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peraturan dan fungsi dari badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

g. Pelaksanaan asas dekonsentrasi ditekankan pada daerah propinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur dan wakil pemerintah;

h. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembagian sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya (UU No. 22 Tahun 1999 : 67).

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab tidak lagi menekankan bahwa otonomi lebih merupakan kewajiban dari pada hak, tetapi memberikan otonomi kepada daerah kabupaten dan kota kepada asas desentralisasi saja.
Peletakan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota bermanfaat untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam kenyataan daerah kabupaten dan daerah kota lebih langsung kepada masyarakat, sehingga daerah kabupaten dan kota lebih mengetahui keinginan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan daerah propinsi. Dengan demikian prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab akan lebih mudah dan cepat diwujudkannya.
Secara teoritis pendapat tersebut sejajar dengan apa yang dikemukakan oleh Samuel Hume dan Eiken Martin. Keduanya mengatakan bahwa di negara-negara yang pemerintahan daerahnya terdiri dari beberapa tingkat, penyelenggaraan pemerintah daerah akan lebih memuaskan apabila berada pada tingkat yang lebih dekat dengan rakyat dan yang kegiatan-kegiatannya dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dengan semakin akrabnya hubungan antara pemerintahan dengan rakyatnya maka akan saling mendorong timbulnya pengertian dan pada gilirannya nanti akan menimbulkan tumbuhnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terutama sekali dalam pelaksanaan pembangunan (Humes dan Martin, 1991:19).
Pendapat tersebut diperkuat pula oleh Arthur Maes dan Jakson. Mereka mengatakan bahwa agar tingkatan pemerintah setempat (teers of local government) itu tidak terlalu banyak, khusus yang berkaitan dengan otonomi daerah, karena apabila daerah otonom terlalu banyak tingkatannya, maka kewenangan akan lebih banyak pada tingkat atas dan semakin ke bawah akan semakin sedikit. Makin sedikit kewenangan sampai ke bawah, maka semakin sedikit pula pelayanan yang sampai ke rakyat. Kemudian semakin banyak tingkatan daerah otonom semakin menyulitkan penentuan sumber keinginan (financial resources), misalnya menentukan pajak daerah (Humes dan Martin, 1991:20).
Pendapat beberapa sarjana Indonesia banyak yang menghendaki diperkecilnya jumlah tingkatan daerah otonom, seperti yang dinyatakan oleh Hatta (1991:21) bahwa cita-cita otonomi akan lebih nampak apabila titik beratnya diletakkan di kabupaten, maka akan mendekati demokrasi yang mendekati rakyat, melaksanakan cita-cita rakyat yang tertanam dalam pengertian dari pemerintahan dari yang diperintah.
Lebih lanjut dikatakan bahwa apabila susunan otonomi terlalu banyak lapisnya, maka kekuasaan mengurus terlalu banyak tersangkut di atas dan sedikit yang sampai ke bawah. Dalam keadaan semacam ini, otonomi kabupaten bisa terjepit, otonomi desa tidak akan hidup dan lambat laun orang di daerah memandang propinsi itu sebagai suatu konsentrasi kekuasaan yang begitu hebat sehingga berbagai bagiannya ingin menjadi propinsi sendiri (Hatta, 1991:21).
Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyederhanaan daerah otonom dengan lebih kepada daerah Kabupaten dan Kota, paling tidak mempunyai alasan sebagai berikut :

a. Pemerintah Daerah Tingkat II langsung berhubungan dengan rakyat, karena itu lebih mengetahui keinginan, aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya;

b. Jika otonomi lebih diberikan dari satu tingkatan akan menimbulkan kesulitan pada financial resources (sumber keuangan) kepada tingkat-tingkat pemerintah tersebut. Misalnya pajak berganda yang pada gilirannya akan memberatkan masyarakat;

c. Jika otonomi pada banyak tingkatan pemerintahan kewenangan cenderung mengumpul ke atas, semakin ke bawah semakin mengecil yang pada gilirannya kewenangan yang sedikit akan menyebabkan semakin sedikitnya pelanggaran terhadap masyarakat;

d. Dari sudut keamanan dan integrasi nasional akan lebih aman jika diberikan kepada Daerah Tingkat II, ketimbang Tingkat I karena peluang separatis lebih besar terjadi pada Tingkat I.

Dengan demikian peletakan otonomi lebih kepada daerah kabupaten dan daerah kota adalah dalam rangka mewujudkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
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PERANAN KOMUNIKASI NIRVERBAL 
DALAM  PENDIDIKAN  DAN PENGAJARAN

Hairunnisa

Abstract
Komunikasi nirverbal memiliki peranan yang penting untuk selalu diperhatikan dalam proses pendidikan dan pengajaran yang tujuannya mencapai keberhasilan pendidikan. Para siswa maupun mahasiswa tidak hanya memperhatikan kata-kata yang diucapkan oleh seorang pengajar/pengampu/pemateri tetapi juga memcermati berbagai lambang lain di luar kata-kata. Performance pengajar pun ikut menjadi nilai dari komunikasi nirverbal yang dibawa olehnya, bagaimana menampilkan diri dari segi pakaian, sikap, nada suara, penggunaan fasilitas dalam pengajaran yang merupakan bagian dari komunikasi nirverbal yang perlu dikelola dengan baik.
Key word : komunikasi nirverbal


I. PENDAHULUAN
Komunikasi dalam pendidikan dan pengajaran merupakan penyampaian materi/bahan pelajaran dari seorang pengajar/pemateri (pengampu) kepada siswa/mahasiswa. Proses komunikasi akan berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan pendidikan, banyak tergantung kepada kemampuan pengajar memenejemeni proses komunikasi pengajaran, disamping penguasaan materi yang akan disampaikannya.

Kemahiran berkomunikasi merupakan art dari seseorang. Kemahiran tersebut bisa berlangsung dan meningkat sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman pengajar. Bagi seseorang yang baru pertama kali mengajar dan berbicara di hadapan orang banyak, akan merasakan sulitnya berkomunikasi dalam menyampaikan materi. Apalagi jika yang dihadapinya itu adalah orang-orang dewasa yang berpengalaman dan umurnya lebih tua dari penganjar (pengampu) seperti mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta. Namun, bagi seorang pengajar yang sudah berpengalaman banyak, hal ini bahkan merupakan tantangan yang cukup menyenangkan. Mereka bisa mengatur waktu dan membuat simulasi yang berkenaan dengan materi yang akan disajikan dengan saksama, sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan yang mempenga-ruhi berhasil tidaknya proses komunikasi dalam pendidikan dan pengajaran adalah komunikasi nirverbal yang ada pada pengajar. Dari hasil penelitian para ahli komunikasi, ternyata pengaruhnya cukup besar. Ketika kita berkomunikasi tatap muka maka kita menyampaikan pesan-pesan nirverbal.

II. PEMBAHASAN

Komunikasi nirverbal adalah “Proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain tanpa mempergunakan bahasa (lisan maupun tulisan), tetapi dilakukan melalui sikap badan, ekspresi wajah, gerak isyarat, pandangan (tatapan), sentuhan, penampilan dan sebagainya.”  Dari beberapa uraian teori komunikasi, sangat jelas tentang peran penting pengajar untuk memahami terlebih dahulu, menghayati, mendalami dan mempertimbangkan secara seksama aspek-aspek nirverbal dalam proses pengajaran.
1.  Penampilan. 

Penampilan diri memegang peranan penting dalam pergaulan dan hubungan kita dengan orang lain, entah secara positif maupun negatif. Penampilan diri yang baik mempercepat perkembangan keakraban dan saling percaya dengan orang lain. Berkat penampilan kita yang baik itu, orang merasa nyaman disekitar kita dan mempermudah komunikasi dengannya. Sebaliknya, penampilan yang tidak baik akan menghambat suasana hubungan pribadi dan komunikasi.

Seorang pengajar (pengampu) hendaknya memperlihatkan penampilan yang penuh perhatian kepada siswa/mahasiswa, ramah, penuh gairah, semangat, serius namun tidak kaku. Penampilan yang sebaliknya seperti tidak simpati, kaku, maupun emosional bisa menghambat jalannya proses pengajaran. Kelemahan ini, bisa dihindari apabila pengajar memeprsiapkan diri untuk mengajar.

2. Penggunaan Pakaian dan Asesoris. 

“Kesan pertama begitu berarti dan abadi”. Kesan pertama merupakan ihwal yang kita dapat dari orang lain yang kita jumpai. Kesan pertama itu diakibatkan antara lain oleh pakaian, suara, sapaan, jabat tangan, pandangan mata dan sikap tubuh kita. Cara kita mengatur, menggunakan dan menggabungkan semua hal itu merupakan faktor yang mempunyai dampak besar bagi orang yang berjumpa dengan kita untuk pertama kali.

Pada umumnya, kesan pertama yang baik menjadi awal hubungan yang baik dan komunikasi yang lancar, dan kesan pertama yang buruk menjadi permulaan hubungan yang jelek dan komunikasi yang tersendat. Oleh karena itu hal-hal seperti pakaian, suara sapaan, jabat tangan, pandangan mata dan sikap tubuh tampaknya merupakan hal-hal yang sepele, namun ternyata memiliki dampak luar biasa untuk orang lain serta menentukan kualitas pertemuan setelahnya. Maka kita perlu memperhatikan semua itu sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan orang yang hendak kita temui. Jika tidak, kita sendiri yang akhirnya mendapatkan getahnya.

Seringkali pemateri banyak dipengaruhi oleh pakaian yang dikenakan sewaktu melaksanakan pengajaran. Kalaupun memakai pakaian dinas, hendaknya tidak memberikan kesan menyeramkan atau menakutkan, sehingga suasana belajar mengajat tidak kaku. Kerapian dan kebersihan berpakaian akan mencerminkan kepribadian seseorang. Sewaktu pemateri mulai memasuki ruangan kelas belajar, yang pertama kali diperhatikan siswa/mahasiswa adalah kerapihan pakaiannya. Apabila dia datang dengan pakaian yang lusuh, ditambah dengan rambut yang awut-awutan, sudah dipastikan menimbulkan kesan jelek para siswa/mahasiswa terhadapnya. Sekalipun mungkin saja orang tersebut adalah seorang profesor. 

Kedalaman pengetahuan dan keahlian pemateri membawa efek pada penampilan dan penerimaan siswa/mahasiswa. Jika pemateri memberikan bahan ajar, dia harus tahu benar segala seluk beluk materi tersebut atau menguasai materi dengan baik dan sungguh-sungguh. Dengan kedalaman pengetahuan ini, kita akan lebih dihargai oleh siswa/mahasiswa.

3. Nada dan Tinggi Rendah Suara. 

Ketika berkomunikasi dengan orang lain, kita tidak hanya berkata-kata dan bebicara, tetapi juga mengucapkan sesuatu dengan nada suara yang berubah-ubah disertai gesture/kial untuk menguatkan pesan yang disampaikan seperti raut wajah, mata, alis, tangan. Nada uara dan gerak-gerik tubuh itu mempengaruhi isi dan cara kita berkomunikasi dengan orang lain dan mengundang tanggapan yang berbeda dari mereka.

Volume suara yang melengking serta tergesa-gesa hendaknya dihindari. Suara dan gaya bicara yang berkesan ramah, tenang, meyakinkan, tidak menyinggung perasaan pada siswa/mahasiswa, akan memberikan kesan bahwa pemateri tersebut penuh wibawa dan punya kredibilitas kuat.

Nada suara orang, tinggi-sedang-rendah, dan cara orang berbicara, cepat-biasa-lambat, dapat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaannya. Misalnya, nada suara dan cara berbicara orang Surabaya atau Batak, berbeda dari orang Surakarta atau Sunda. Nada suara dan cara berbicara juga dapat dipengaruhi oleh keadaan keluarga. Orang yang berasal dari keluarga besar dengan banyak saudara, tentu berbeda nada suara dan cara berbicara orang yang berasal dari keluarga kecil.

4. Keterbukaan.

Dalam kegiatan belajar-mengajar, hendaknya dibuka seluas-luasnya suasana keterbukaan dan proses tanya jawab. Ada kalanya seorang pemateri tidak mampu menjawab pertanyaan siswa/mahasiswa. Tidak usah panik dan malu untuk dikatakan tidak menguasai masalah yang dipertanyakan. Teknik melempar kembali pertanyaan tersebut kepada peserta lain secara bijaksana, adalah salah satu jalan keluarnya. Karenanya diskusi dalam proses pelatihan sangatlah diperlukan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Pedagogi, yang menyarankan agar proporsi presentasi pemateri cukup 40 %. Sedang sisa waktu 60 % hendaknya digunakan untuk proses diskusi. Pemateri cukup sebagai fasilitator.

5.  Penggunaan Alat-bantu  

Pemateri hendaknya mempersiapkan alat bantu pengajaran seperti overhead projector, transparantsheet, hand-out,white-board, dan lain-lain.sesuai dengan kebutuhan dan situasi belajar-mengajar. Bagaimana menggunakan alat-bantu pengajara ini, perlu benar-benar dikuasai pada pengajar/pengampu. Biasanya kesalahan kecil dalam penggunaan alat-bantu ini bisa menimbulkan fatalnya proses belajar. Karenanya perlu persiapan yang matang sebelumnya. Contohnya, apakah lampu overhead projector telah menyala atau cukup terang? Apakah white-board telah tersedia lengkap dengan spidolnya? 

6. Penggunaan ruangan. 

Yang dimaksud dengan penggunaan ruangan disini adalah kemahiran pemateri dalam mengatur ruangan dan peralatan (meja, kursi, dan sebagainya), sehingga tidak mempengaruhi proses belajar siswa/mahasiswa. Sebagai contoh, biasanya ada pemateri yang terlalu banyak duduk dibelakang meja dihadapan kelas belajar. Suasana akan menjadi kaku lagi apabila sewaktu pemateri menjelaskan sesuatu dengan  banyak membelakangi siswa/mahasiswa. 

Pemateri hendaknya secara penuh menguasai seluruh ruangan, tidak hanya terus nongkrong disalah satu suadut ruangan kelas saja atau tetap terpaku di atas podium tempat pidato. Bila diperlukan, pemateri dapat secara santai dan ramah mendatangi tempat duduk audience untuk minta penjelasan, atau menanyakan sesuatu. Semua hal tersebut untuk menjaga kontak dengan siswa/mahasiswa dan mengetahui sejauhmana keikutsertaan dan pemahaman mereka pada materi yang disampaikan. 

7. Waktu. 

Ketepatan penggunaan waktu yang dialokasikan kepada pemateri, hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah, penyiapan SAP (satuan acara pembelajaran) dari seorang pemateri memang benar-benar diperlukan. Tidak hanya berguna untuk alat kontrol, tapi juga sebagai pegangan pemateri dalam memenejemeni kegiatan pengajaran. 

8. Ambiguity (sikap mendua)

 
Apabila seorang pemateri menjelaskan A hendaknya didukung oleh sikap dan perilaku yang ada kaitannya dengan A tadi, bukan sebaliknya. Misalnya, apabila pemateri menjelaskan kepada siswa/mahasiswa tentang  perlunya pembuatan transparantsheet yang baik, tulisan, gambar, atau teknik penyajiannya, maka dia sendiri harus mempraktikannya secara benar. Contoh lain, apabila pemateri menyatakan proses belajar-mengajar akan dilakukan secara terbuka dan demokratis, namun pada kenyataannya dia terus menerus mendominasi pembicaraan selama satu sesi pelatihan. Bahkan tidak membuka kesempatan sedikit pun bertanya kepada siswa/mahasiswa untuk bertanya. Sikap ambiguity inilah yang harus dihindari oleh setiap pengajar/pengampu.

III. PENUTUP 

Untuk menjadi tenaga pengajar yang handal dan berhasil dalam membina siswa/mahasiswa maka harus memperhatikan gesture atau kial yang merupakan komunikasi nirverbal sebagai pendukung utama kesuksesan seseorang dalam penyampaian materi di depan kelas. Selain itu penguasaan materiyang mapan akan mengantarkan seseorang untuk menjadi pemateri/pengajar yang berkualitas dan diperhitungkan dalam dunia pendidikan dan pengajaran.  
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